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Kata	Pengantar 
	

 

Di	masa	lalu, akuntansi biaya sering kali dianggap terbatas 

kemampuannya dalam perhitungan biaya persediaan untuk 

penyajian dalam neraca dan yang berhubungan dengan 

angka harga pokok penjualan dalam perhitungan rugi-laba. 

Pandangan ini membatasi ruang lingkup informasi yang 

dibutuhkan para manajer untuk mengambil keputusan 

seperti halnya kalkulasi biaya persediaan yang  sesuai 

dengan pelaporan yang diharuskan menurut undang-undang 

perpajakan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima 

umum. Dalam hal ini pengumpulan, penyajian, dan analisis 

informasi dalam kaitannya dengan biaya dan  manfaat 

sangat membantu manajemen dalam mencapai tugas-tugas 

berikut: (1) Menyusun dan melaksanakan rencana serta 

angaran operasi dalam kondisi yang ekonomis dan bersaing. 

Aspek penting dari perencanaan adalah potensi yang 

dimlikinya dalam memotivasi orang untuk menunjukkan 

kemampuannya secara konsisten dengan tujuan perusahaan. 

(2) Menetapkan metode kalkulasi biayayang menjamin ada- 

nya pengendalian, pengurangan biaya, dan perbaikan mutu. 

(3) Mengendalikan jumlah persediaan secara fisis, dan 

menentukan biaya dari masing-masing barang dan jasa yang 

diprodduksi untuk tujuan penentuan harga dan untuk me- 

ngevaluasi prestasi suatu produk, departemen atau divisi. 



(4) Menghitung biayaa dan laba perusahaan untuk periode 

akuntansi tahunan atau periode yang lebih singkat. Hal 

tersebut menncakup penentuan biaya persediaan dan harga 

pokok penjualan sesuai dengan ketentuan pelaporan 

keuangan dan pelaporan pajak. (5) Memilih antara dua atau 

lebih alternatif jangka pendek atau jangka panjang yang bisa 

menaikkan pendapatan atau menurunkan biaya. 

Selanjutnya, mengenai penjelasan akuntansi biaya dapat 

dijabarkan lebih lengkap dalam buku ini. 

 

Tim	Penulis. 
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BAB	1	

MANAJEMEN	DAN	FUNGSI 

KONTROLER	

DALAM	PERSPEKTIF	

AKUNTANSI 

	

	
Tujuan	pembelajaran 
	

 

Diharapkan untuk mengerti dan memahami konsep manaje- 

men dalam perspektif akuntansi terutama pada entitas 

industri di Indonesia. 
 

 

 

1.1. Konsep	manajemen 
	

 

Konsep manajemen adalah mengambil keputusan, memberi 

perintah, menetapkan kebijakan, memberi pekerjaan dan 

imbalan, serta mempekerjakan orang-orang untuk melaksa- 

nakan kebijakan tersebut. “manajemen  menentukan   tujuan 
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dan berusaha mencapainya dengan memadukan pengetahu- 

an dan keahliannya dengan keterampilan dan pengalaman 

para karyawannya. Agar tujuan ini tercapai, manajemen 

harus efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsi  dasar 

yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (orga- 

nizing), dan pengendalian (controlling). Perencanaan dan 

pengorganisasian merupakan fungsi dasar manajemen 

eksekutif, sementara pengendalian terutama merupakan 

wewenang manajemen operasi. Ketiga fungsi tersebut mem- 

butuhkan peran serta segenap tingkatan tim manajemen. 

Pengendalian adalah suatu kegiatan yang terjadi bersama- 

sama dengan perencanaan untuk siklus selanjutnya dari 

kegiatan yang sama, dan juga terjadi bersama-sama dengan 

perencanaan dan pengendalian dari kegiatan lainnya. Ren- 

cana disusun untuk masa kini dan masa-masa mendatang, 

tindakan yang terkendali dilaksanakan, umpan-balik dipero- 

leh dari operasi, rencana disesuaikan dan demikian terjadi 

berulang-ulang. 

 

1.1.1. Perencanaan 

Perencanaan mengacu pada pembentukan program operasi 

yang terinci untuk semua fase operasi. Perencanaan meru- 

pakan proses “perabaan” atas peluang dan ancaman dari 

luar, penetapan tujuan yang diinginkan, dan pemanfaatan 

sumber-sumber    daya    guna    mencapai    tujuan   tersebut. 
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Perencanaan meliputi penyelidikan terhadap bidang-bidang 

seperti keadaan perusahaan yang sesungguhnya, kebijakan 

utamanya, dan penentuan waktu dalam cakupan luas serta 

faktor-faktor lain yang ada kaitannya dengan  rencana 

jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan yang efektif 

didasarkan pada analisis atas fakta-fakta yang dikumpulkan. 

Analisis seperti itu membutuhkan pemikiran reflektif, 

imajinasi, dan pandangan ke masa depan dalam membuat 

keputusan rasional. Tujuan merupakan suatu sasaran atau 

hasil akhir. Dalam menetapkan tujuan suatu badan usaha, 

banyak orang menekankan pada kebutuhan akan  laba. 

Untuk memperoleh laba yang maksimum, perusahaan harus 

menghasilkan produk atau memberi jasa pada tingkatan 

mutu dan nilai yang bagus cara dan dalam volume, waktu, 

biaya, dan harga tertentu sehingga dalam jangka panjang, 

dapat menjamin adanya laba di samping mengundang 

kerjasama dari karyawan, memperoleh goodwill dari para 

pelanggan, dan memenuhi tanggung jawab sosial. 

Tiga jenis rencana dapat diidentifikasikan dalam satuan 

usaha. Rencana strategi (strategic plans) diformulasikan 

pada tingkatan manajemen yang paling tinggi, memberi 

gambaran yang paling luas mengenai perusahaan dan 

lingkungannya, sedikit dapat dikuantifikasikan, dan pada 

intinya diformulasikan dengan rentang waktu yang tidak 

beraturan  oleh  proses  yang  tidak  sistematis,  yang dimulai 
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dengan mengidentifikasikan ancaman atau peluang dari 

luar. Rencana jangka pendek sering kali disebut dengan 

anggaran, merupakan rencana yang cukup terinci dan 

menyeluruh untuk melakukan pembuatan serangkaian 

pelaporan keuangan yang dianggarkan dari satu kesatuan 

usaha di masa yang akan datang, yang biasanya pada waktu 

yang berhubungan dengan berakhirnya periode anggaran. 

Disamping dua jenis rencana yang  telah  disebutkan,  ma- 

sih ada rencana jangka panjang, yang dibuat oleh beberapa 

kesatuan usaha. Rencana jangka panjang yang kadang kala 

disebut dengan anggaran jangka panjang, biasanya mem- 

berikan waktu tiga sampai lima tahun ke depan. Perenca- 

naan adalah satu kegiatan manusia yang paling rumit dan 

merupakan salah satu bidang studi yang bermanfaat dan 

menantang bagi para akuntan, ahli strategi bisnis, ekonom, 

ahli politik, dan lain-lain. 

 

1.1.2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian pada hakikatnya merupakan pemben- 

tukan suatu kerangka kerja bagi pelaksanaan kegiatan yang 

diperlukan. Istilah “mengorganisasikan” dan “organisasi” 

mengandung makna pengaturan berbagai  bagian  yang 

saling bergantung ke dalam satu unit. Pengorganisasian 

memerlukan (1) penyusun berbagai unit fungsional 

perusahaan  ke  dalam suatu struktur yang dapat   dipahami, 
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dan (2) penetapan wewenang dan tanggung jawab pada 

orang-orang tertentu. Upaya pengorganisasian ini mencakup 

tugas untuk mengusahakan agar para karyawan bekerja 

sama bagi kepentingan perusahaan. Oleh karena ini melibat- 

kan sikap dan ambisi banyak orang, maka struktur organi- 

sasi yang diinginkan harus dikembangkan melalui instruksi 

dankesabaran. 

 
1.1.3. Pengendalian 

Pengendalian (control) merupakan usaha sistematis perusa- 

haan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan 

prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang 

tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Kegiatan 

harus terus-menerus diawasi jika manajemen ingin tetap 

berada dalam batas-batas ketentuan yang telah digariskan. 

Hasil nyata dari setiap kegiatan dibandingkan dengan 

rencana, dan bila terdapat perbedaan besar, dapat diambil 

tindakan perbaikan. Diagram berikut menggambarkan pro- 

ses pengendalian tersebut. 
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Diagram	pengendalian 
	

 

1.1.4. Wewenang	tanggung	jawab	dan	tanggung	gugat	

Wewenang (autority)	adalah kekuasaan untuk memerintah 

orang lain guna melaksanakan suatu kegiatan. Wewenang 

merupakan kunci bagi tugas-tugas manajerial dan merupa- 

kan dasar tanggung jawab. Kekuasaan inilah yang memper- 

satukan organisasi perusahaan. 

Wewenang berasal dari manajemen eksekutif, yang 

melimpahkannya pada berbagai tingkat manajerial, Pelimpa- 

han ini amat penting bagi kelagsungan struktur organisasi. 

Tanggung jawab (responsibility), atau kewajiban, sangat 

erat hubungannya dengan wewenang. Tanggung jawab 

khususnya timbul dalam hubungan antara atasan bawahan, 

karena atasan memiliki wewenang untuk meminta agar 

suatu  pekerjaan  tertentu  dikerjakan   oleh  bawahan.     Bila 
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bawahan menerima kewajiban untuk melaksanakan peker- 

jaan itu, maka mereka menciptakan tanggung jawab sendiri. 

Namun pada akhirnya, atasan harus bertanggung jawab 

atas terlaksana  tidaknya pekerjaan oleh bawahan. 

Di samping aspek pencapaian hasil kerja, aspek lain dari 

tanggung jawab adalah tanggung jawab gugat (accounta- 

bility) yaitu pelaporan hasil kerja pada atasan yang ber- 

wenang. Pelaporan ini penting karena memungkinkan 

dilakukannya sejumlah pengukuran guna menentukan seja- 

uh ana pencapaian sasran dalam satuan jumlah, mutu dan 

biaya. Pada dasrnya tanggung guat lebih merupakan masa- 

lah pribadi daripada masalah kelompo. Prinsip tanggung 

gugat tunggal ini telah menjadi komitmen baik dalam 

organisasi yang mencari laba maupun tidak mencarilaba. 

 
1.1.5. Bagan	organisasi 

Bagan organisasi menggambarkan posisi manajemen utama 

dan membantu penetapan batas wewenang, tanggung jawab 

dan tanggung gugat. Baan organisasi sangat penting dalam 

pengembanan sistem akuntansi biaya dan laporan biaya 

karena memperlihatkan tanggung jawab setiap personel 

dalam melaksanakan rencana manajemen. 

Pada umumnya, bagan organisasi didasarkan pada 

konsep lini-staf (line staf Concept). Asumsi dasar  dari 

konsep ini adalah bahwa semua posisi atau divisi  fungsional 
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dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok.kelompok lini, 

yaitu yang mengambil keputusan dan melaksanakn fungsi 

manajemen yang sesunguhnya dan sta, yang memberikan 

saran-saran atau melaksanakan fungsi teknis. Bagan organi- 

sasi lini-staf  digambarkan dibawah ini: 

 

Bagan	organisasi	berdasarkan	

konsep	lini‐staf 
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Bentuk bagan lainnya didasarkan pada konsep tim kerja 

fungsional manajemen (fungsional‐teamwork	 concept), yan 

dibentuk untuk menekankan fungsi-fungsi terpenting pada 

suatu perusahaan yaitu: sumber daya (resources), pengola- 

han (pricesses), dan hubungan antar manusia (human 

interrelations). Bagan organisasi yang didasarkan pada 

konsep tim kerja fungsional digambarkan sebagai berikut : 

 
Bagan	organisasi	berdasarkan	

konsep	tim	kerja	fungsional 
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1.1.6. Peran	Serta	Kontroler	Dalam	Perencanaan	dan	

Pengendalian 

Kontroler adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab 

atas fungsi akuntansi perusahaan. Kontroler mengkoordina- 

sikan keikutsertaan manajemen dalam  fase  perencanaan 

dan pengendalian untuk mencapai sasaran perusahaan, 

dalam menentukan keefektifan pelaksanaan kebijakan, dan 

dalam menyusun struktur dan prosedur organisasional. Dia 

juga bertanggung jawab untuk mengamati metode perenca- 

naan dan pengendalian yang digunakan diseluruh bagian 

perusahaan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan dalam 

perencanaan dan pengendalian. 

Pengendalian biaya yang efektif akan tergantung pada 

komunikasi yang baik antara informasi akuntansi dengan 

manajemen. Melalui penerbitan laporan prestasi kerja, 

kontroler memberi saran kepada berbagai tingkatan mana- 

jemen mengenai tindakan perbaikan manajemen mengenai 

tindakan perbaikan yang diperlukan dalam suatu kegiatan. 

Laporan ini mengemukakan penyimpangan dari rencana 

yang telah ditentukan, sesuai dengan prinsip manajemen 

berdasarkan penyimpangan (mangement by exception). 
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1.2. Departemen	biaya 
	

 

Departemen biaya, dibawah pengawasan kontroler bertang- 

gung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengko- 

munikasikan berbagai informasi atas kegiatan pabrikasi 

(manufacturing) dan nonpabrikasi dari suatu perusahaan. 

Departemen ini harus mengadakan analisis atas semua biaya 

pabrikasi, pemasaran dan administrasi. Laporan pengenda- 

lian yang utama dan data pengambilan keputusan lainnya 

juga harus disediakan bagian ini untuk para manajer yang 

ikut serta dalam pengendalian dan pembenahan biaya serta 

operasi. Pembagian fungsi yang baik di departemen biaya 

akan banyak mempermudah analisis atas biaya dan 

penyusunan laporan. Fungsi-fungsi ini harus dikoordinasi- 

kan dengan fumgsi akuntansi lainnya seperti akuntansi 

umum, yang amat erat hubungannya dengan skuntansi 

biayanya. 

Fungsi-fungsi departemen biaya juga harus dikoordina- 

sikan dengan beberapa fungsi departemen tersebut. 

Departemen pabrikasi dibawah pengawasan para ahli 

rekayasa dan pengawas pabrik, bertugas membuat ranca- 

ngan dan mengendalikan produksi. 

Dalam penelitian dan pengembangannya, akan dibuat 

estimasi biaya untuk setiap jenis bahan, pekerja, dan proses 

mesin-mesin   guna   menentukan   apakah   menerima    atau 
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menolak suatu rancangan. 

Departemen personalia mengadakan rangkaian wawan- 

cara dan memilih pegawai untuk berbagai klasifikasi 

pekerjaan. Departemen ini membuat catatan  pegawai, 

yang mencakup tingkat gaji dan metode pemberian upah 

bagi setiap karyawan. Informasi ini merupakan dasar bagi 

penghitungan biaya gaji, dan menghitung hubungan pekerja 

dengan komponen biaya dari kegiatan, jasa, atau  barang 

yang diproduksi. 

Departemen dana (treasury)	 bertangun jawab atas 

administrasi keuangan perusahaan. Dalam menyusun ske- 

dul kebutuhan kas dan taksirannya, departemen ini 

berpedoman pada anggaran dan laporan-laporan lain dari 

departemen biaya. 

Departemen pemasaran menginginkan hasil produksi 

yang bermutu dengan harga bersain agar dapat menarik 

pelanggan. Meskipun harga jual tidak dapat ditentukan 

semata-mata dengan menambahkan persentase tertentu 

pada harga pokok/biaya, namun biaya jelas tidak dapat 

diabaikan. Manajer pemasaran menggunakan data biaya 

tersebut untuk mengetahui produk yang paling mengun- 

tungkan dan kebijakan penjualan yang paling baik. 

Departemen hubungan masyarakat terutama berfungsi 

untuk memelihara hubungan baik antara perusahaan de- 

ngan   masyarakat   luar,   khususnya    para   pelanggan   dan 
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pemegang saham. Pertentangan mungkin akan  timbul 

dalam hal harga, gaji, laba, dan dividen. Disini departemen 

biaya dapat diminta untuk memberikan informasi  dasar 

yang berguna bagi masyarakat sehubungan dengan kebija- 

kan dalam hal-hal yang dipertentangan tersebut. 

Departemen hukum mengguanakan informasi biaya 

sebagai alat bantu dalam mengurus perkara-perkara peru- 

sahaan sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan hukum 

yang harus diperhatikan perusahaan dalam kaitan  ini 

antara lain adalah peraturan mengenai upah minimum, 

pesangon dalam pemutusan hubungan kerja,  asuransi 

tenaga kerja, dan pajak penghasilan. 
 

 

 

1.3. Peranan	akuntansi	biaya 
	

 

Di masa lalu, akuntansi biaya sering kali dianggap terbatas 

kemampuannya dalam perhitungan biaya persediaan untuk 

penyajian dalam neraca dan yang berhubungan dengan 

angka harga pokok penjualan dalam perhitungan rugi-laba. 

Pandangan ini membatasi ruang lingkup informasi yang 

dibutuhkan para manajer untuk mengambil keputusan 

seperti halnya kalkulasi biaya persediaan yang  sesuai 

dengan pelaporan yang diharuskan menurut undang-undang 

perpajakan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima 

umum.  Dalam hal ini pengumpulan,  penyajian, dan   analisis 
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informasi dalam kaitannya dengan biaya dan  manfaat 

sangat membantu manajemen dalam mencapai tugas-tugas 

berikut: 

1. Menyusun dan melaksanakan rencana serta angaran 

operasi dalam kondisi yang ekonomis dan bersaing. 

Aspek penting dari perencanaan adalah potensi yang 

dimlikinya dalam memotivasi orang untuk menunjuk- 

kan kemampuannya secara konsisten dengan tujuan 

perusahaan. 

2. Menetapkan metode kalkulasi biayayang menjamin ada- 

nya pengendalian, pengurangan biaya, dan perbaikan 

mutu. 

3. Mengendalikan jumlah persediaan secara fisis, dan 

menentukan biaya dari masing-masing barang dan jasa 

yang diprodduksi untuk tujuan penentuan harga dan 

untuk mengevaluasi prestasi suatu produk, departemen 

atau divisi. 

4. Menghitung biayaa dan laba perusahaan untuk periode 

akuntansi tahunan atau periode yang lebih singkat. Hal 

tersebut menncakup penentuan biaya persediaan dan 

harga pokok penjualan sesuai dengan ketentuan pelapo- 

ran keuangan dan pelaporan pajak. 

5. Memilih antara dua atau lebih alternatif jangka pendek 

atau jangka panjang yang bisa menaikkan pendapatan 

atau menurunkan biaya. 
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Kondisi pabrikasi yang sesungguhnya sering kali lebih 

rumit bila dibandingkan dengan model yang dibuat  oleh 

para ekonom. Sebuah perusahaan dapat memproduksi jenis 

produk yang berbeda dengan menggunakan fasilitas yan 

sama, yaitu sebuah mesin atau beberapa komponen biaya 

yang penting lainnya yang digunakan dalam memproduksi 

beberapa produk yang sangat berbeda. Di samping jenis 

produk yang rumit, beberapa industri juga mempunyai 

struktur biaya yang rumit dan kombinasi keduanya akan 

mempersulit untuk menaksir atau bahkan mengidentifikasi- 

kan biaya memproduksi satu unit barang dari  satu produk. 

 

1.3.1. Pengangaran 

Anggaran adalah pernyataan tertulis mengenai rencana 

manajemen yang dapat dikuantifikasi. Dalam penyusunan 

anggaran, semua tingkatan manajemen harus terlibat, baik 

dalam penyusunan programnya maupun dalam pengabu- 

ngannya kedalam satu unit yang homogen. Anggaran nyang 

bermanfaat dan realistik tidak hanya dapat membantu 

mempererat kerja sama para karyawan, memperjelas 

kebijakan, dan merealisasikan rencana kerja, tetapi juga 

dapat menciptakn keselarasan yang lebih baik dalam 

perusahaan dan keserasian tujuan diantara para manajer 

dan bawahannya. 
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Akuntansi biaya dan pengangaran memainkan peranan 

penting dalam mempengaruhi perilaku perorangan dan 

kelompok pada semua tahap proses manajemen, yang 

meliputi tahap: 1). Pendapatan saran, 2). Penyediaan infor- 

masi kepada karyawan mengenai apa yang harus mereka 

kerjakan agar sasaran ini tercapai, 3). Pemotivasian karya- 

wan agar bekerja seperti yang diinginkan, 4). Pengevalua- 

sian prestasi kerja, 5).pengajuan saran untuk mengambil 

tindakan perbaikan. 

Unsur-unsur berikut ini disarankan sebagai  sarana 

untuk memotivasi agar berupaya mencapai sasaran yan 

telah ditentukan dalam anggaran: 

1. Sistem penggajian yang mengembangkan dan memper- 

tahankan hubungan hasil kerja dan imbalan yang bisa 

diterima karyawan. 

Sistem penilaian prestasi kerja yang dapat dimengerti 

oleh karyawan, berkenaan dengan keefektifitan dan 

hasilutama dari masing-masing karyawan, tugas serta 

tanggung jawab mereka, tingkat dan ruang lingkup 

tanggung jawab mereka dalam pengambilan keputusan, 

serta waktu yang diperlukan untuk menilai hasil kerja 

mereka. 

2. Sistem komunikasi yang memungkinkan para karyawan 

untuk mengajukan pertanyaan kepada atasannya de- 

ngan komunikasi yang jujur dan saling mempercayai. 
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3. Sistem promosi yang menimbulkan dan menumbuhkan 

kepercayaan karyawan atas keabsahan sistem tersebut 

dan penilaian yang digunakan. 

4. Sistem yang membantu karyawan karyawan melalui 

bimbingan, penyuluhan dan perencanaan karir. 

5. Sistem yang hanya tidak mementingkan tujuan perusa- 

haan, tetapi juga memperhatikan keahlian dan kemam- 

puan karyawan. 

6. Sistem yang dirancang bukan untuk sekedar mendapat- 

kan hasil yang “sedang-sedang” saja, tetapi ditunjukan 

untuk menetapkan standar yan realistik dan dapat 

dicapai, menekankan perbaikan dan menciptakan suatu 

lngkungan yang mendorong sikap ingin maju. 

 
1.3.2. Pengendalian	Biaya 

Tanggung jawab atas pengendalian biaya  ahrus  diserah- 

kan pada personel yang juga bertanggung jawab atas 

penganggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Tanggung 

jawab ini terbatas hanya pada biaya yang dapat dikendali- 

kan, dan prestasi kerja harus diukur denan membandingkan 

biaya sebenarnya (yang selanjutnya kita sebut biaya aktual) 

dengan biaya yang dianggarkan. Tanggung jawab atas pen- 

dapatan penjualan dan laba jugaharus diserahkan kepada 

manajer tertentu. Sistem yang dirancang untuk mencapai 

sasaran   tersebut   disebut   sistem    akuntansi    pertangung 
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jawaban (responsibility accounting sistem). Untuk mem- 

bantu proses pengendalian biaya, akuntan biaya dapat 

menggunakan biaya standar. Biaya standar ini ditentukan 

terlebih dahulu (predetermined) berdasarkan informasi 

yang dikumpulkan dari pengalaman masa lalu dan dari 

pengalaman ilmiah. 

 
1.3.3. Penetapan	Harga 

Kebijakan manajemen dalam rangka penetapan harga belum 

memadai juka hanya ditujukan untuk “memulihkan” atau 

menutupi semua biaya tetapi juga harus menjamin adanya 

laba, meskipun keadaan yang dihadap tidak menguntung- 

kan. Meskipun permintaan dan penawaran biasanya 

merupakan faktor penentu dalam penetapan harga, namun 

penetapan harga jual yan menguntungkan uga akan tergan- 

tung pada pertombangan mengenai biaya. Keinginan untuk 

patuh pada penawaran pesaing atas pekerjaan yan diusul- 

kan merupakan pemutusan penetapan harga yang sulit, 

dimana terdapat sedikit atau tanpa pengalaman dalam 

memproduksi baran atau jasa. 

 
1.3.4. Perhitungan	Laba 

Salah satu tujuan utama akuntansi biaya adalah pengaloka- 

sian biaya pabrikasi (manufacturing	 cost)	 ke unit-unit 

produk dalam persediaan akhir dan ke unit-unit yang   dijual 
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selama satu periode. Pada akhir periode fiskal, penandingan 

(matching) biaya terhadap pendapatan akan menghasilkan 

laba terhadap perusahaan tersebut. 

Proses penandingan memerlukan pengidentifikasian ats 

biaya variabel dan biaya tetap (biaya kapasitas).  Biaya 

tetap (fixed cost) akan ditandingkan dengan pendapatan 

melalui alternatifberikut: 

1 Penandingan langsung total biaya tetap  untuk periode 

itu terhadap pendapatan (revenue) periode itu (disebut 

kalkulasi biaya langsung atau biaya variabel). 

2 Penandingan sebagian atau seluruh biaya  pabrikasi 

tetap dari unit produk dan penandingan semua biaya 

tetap lainnya terhadap pendapatan periode itu. Biaya 

pabrikasi tetap yang ditandngkan dengan unit produk 

kemudian dibebankan sebagai bagian dari hara pokok 

penjualan dalam perhitungan rugi-laba pada saat unit- 

unit tersebut dijual. 

 

1.3.5. Pemilihan	Alternatif 

Akuntansi biaya merupakan sumber informasi mengenai 

berbagai macam pendapatan dan biaya yang dapat diakibat- 

kan oleh rangkaian tindakan alternatif. berdasarkan infor- 

masi ini, manajemen harus mengambil keputusan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang yang menyangkut 

masalah-masalah seperti memasuki pasaran baru,  mengem- 
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bangkan produk baru, menghentikan produk atau keseluru- 

han lini produk, membeli atau membuat sendiri komponen- 

komponen produk, dan membeli atau melease peralatan. 

Dalam mengembangkan produk baru dan menghentikan 

produk yang ada, maka informasi yang terpercaya sanat 

penting bagi keberhasilan perusahaan dalam persaingan. 

Kesalahan dalam perhitungan biaya akan menimbulkan 

kemungkinan bahwa usaha yang tidak diharapkan akan 

timbul atau berlanjut, sedangkan usaha yang diharapkan 

mungkin akan ditolak. 

 

1.3.1.		Akuntansi	Biaya	dan	Teknologi	Industri 

Otomatis pabrik telah berkembang dengan kecepatan yang 

harus bertambah. Otomatis tersebut menghasilkan proses 

yang padat modal, sering kalidengan sistem yang berkom- 

puterisasi termasuk penggunaan mesin-mesin yang diken- 

dalikan olehrobot. 

Perubahan dalam tegnologi industri telah menghasilkan 

daftar terminologi baru yang panjang, mencakup komputer- 

aoded desain (CAD), computer aided engineering (CAE), 

computer aided manufacturing (CAM), just-in-time produc- 

tions (JIT), computer numerical control machinery (CNC), 

optimized production tegnology (FMS), dan computer 

integrated manufacturing. 
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1.3.6.		Dampak	Inflasi 

Dalam berbagai kegiatan untuk menyuguhkan informasi 

yang relevan bagi manajemen, dampak inflasi harus diperhi- 

tungkan. Artinya, dalam penyusunan dan penggunaan ang- 

garan, dalam penggunaan data pengendalian biaya, dan 

penetapan harga, dalam pengevaluasi laba, dan dalam pemi- 

lihan alternatif, pengaruh dari perubahan daya beli mata 

uang menjadi penting agar informasi digunakan secara 

cermat. Pengukuran prestasi dalam sifat fisiknya (misalnya, 

berapa ton produk yang dihasilkan mesin setiap jam) juga 

akan menghindarkan kekacauan akibat dampak inflasi 

terhadap data keuangan yang diukur menurut biayahistoris. 
 

 

 

1.4. Pengesahan	dan	etika 
	

 

	
Pokok bahasan meliputi konsep-konsep yang digariskan atas 

dan dibahas secara rinci. Mereka yang menekuni kegiatan 

akuntansi biaya bisa disebut sebagai “akuntan manajemen” 

atau “akuntan internal”. Di amerika serikat khususnya 

mereka bisa juga diberi gelar berdasarkan sertifikat 

profesional mereka, yaitu Certified Management Accountant 

(CMA), yang ditetapkan oleh National Assosiation of 

Accountant (NAA) pada tahu 1972 sebagai badan formal 

yang mengakui kemampuan profesional dan prestasi 

akademis yang dicapai dalam bidang ini. 
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Untuk memperoleh sertifikat CMA harus lulus dari  ujian 

yang terdiri dari empat bagian dan menjalani praktek 

profesional dalam akuntansi manajemen selama dua tahun 

dalam tujuh tahun setelah lulus dari ujian tersebut. Keempat 

bagian dari ujian-ujian tersebut adalah : 

1. Ilmu ekonomi, keuangan, dan manajemen 

2. Akuntansi dan pelaporan keuangan 

3. Pelaporan manajemen, analisis dan masalah perilaku 

4. Analisis keputusan dan sistem informasi. 

Standard	 of	 Ethical	 Conduct	 for	 Management	 Accountant	

(kodee etik akuntansi manajemen) memaparkan lima belas 

tanggung jawab akuntan manajemen yang dibagi ke dalam 

empat kelompok utama. 

 
Kompetensi	(competence) 

Akuntan manejemen bertanggung jawab untuk: 

 Menjaga kemampuan profesionalnya secara benar dengan 

terus mengembangkan pengetahuan dan keahliannya. 

 Melaksanakan kewajibannya secara profesional sesuai 

dengan peraturan, undang-undang dan standard teknis 

yang relevan. 

 Menyiapkan laporan dan rekomendasi yang lengkap dan 

jelas sesudah melakukan analisis terhadap informasi 

yang relevan dan terpercaya secara benar. 
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Kerahasiaan	(Confidentially) 

Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk: 

 Tida mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh 

dalam pekerjaannya kecuali bila diberi wewenang, jika 

secara resmi diwajibkan untuk tidak melakukan hal 

tersebut. 

 Menginformasikan kepada bawahan dalam kaitannya 

dengan kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam 

pekerjaan dan memonitor kegiatan mereka untuk 

menjamin terjaganya kerahasian. 

 Tidak berlaku atau bertindak menggunakan  rahasia 

yang diperoleh dalam pekerjaan baik untuk keuntungan 

pribadi maupun melalui pihak ketiga secara tidak etis 

dan sah. 

 

Integritas	(Integrity) 

Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk: 

 Menghindari pertentangan kepentingan yang nyata atau 

aktual dan memberi saran kepada semua pihak yang 

terlibat dalam pertentangan yang potensial. 

 Tidak terlibat dalam kegiatan yang akan merugika 

kemampuannya dalam menjalankan kewajiban mereka 

secara etis. 

 Menolak semua hadiah, pemberian atau  keramahan 

yang akan mempengaruhi pekerjaan mereka. 



24│ AKUNTANSI BIAYA  

 Tidak terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam 

tindakan yang akan menggagalkan keberhasilan organi- 

sasi yang sah dan tujuan yang etis 

 Mengakui dan memberitahukan keterbatasan profesio- 

nal serta kendalanya yang akan menghalangi penilaian 

yang menjadi tanggung jawab nya ataupun kesuksesan 

kinerjannya dalam suatu kegiatan. 

 Memberitahukan informasi dan penilaian profesional 

ataupun opini yang menguntungkan maupun yang tidak 

menguntungkan. 

 Tidak terlihat ataupun mendukung usaha-usaha yang 

mendiskreditkan profesi akuntan. 

 

Obyektivitas	(Objectivity) 

Akuntan manajemen bertanggung jawab untuk: 

 Memberitahukan informasi secara adil dan obyektif. 

 Mengungkapkan semua informasi yang relevan yang 

diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman para 

pemakai terhadap laporan, komentar, dan rekomendasi 

yang disajikan. 
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1.5. Pengaruh	organisasi	swasta	dan	

pemerintah 
	

 

	
Di sektor swasta sejumlah organisasi profesional telah mela- 

kukan banyak penelitian dan melontarkan sejumlah pernya- 

taan yang membantu dalam pengembangan, penyempur- 

naan dan perbaikan teori serta praktek akuntansi keuangan 

dan akuntansi biaya. 

Pertumbuhan yang cepat dalam kegiatan dunia usaha 

internasional mengakibatkan beberapa organisasi interna- 

sional ikut terlibat dalam menentukan norma/standar 

akutansi dan pelaporan. Dari sektor publik, federal, negara 

bagian dan sektor pemerintahan, khususnya dari departe- 

men keuangan, sering kali dikeluarkan sejumlah peraturan 

atau undang-undang yang menyangkut  sistem akuntansi. 

 
1.5.1. Securities	and	Exchange	Commission	

(Bapepam	AS) 

Pemerintah pusat AS melalui SEC dan badan pengatur 

lainnya, menunjukkan perhatian dan kepentingan yang 

makin besar terhadap laporan eksernal dari perusahaan- 

perusahaan swasta. Regulation S-X menggariskan persya- 

ratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh laporan 

keuangan yang diserahkan kepada SEC. 
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1.5.2. Kongres	dan	Direktorat	Pajak	AS 

Kewajiban pajak penghasilan fedaral ditentukan sesuai 

dengan UU perpajakan AS (internal Revenue Code) yang 

disahka oleh kongres. Department keuangan, yang bertindak 

berdasarkan mandat kongres, mengeluarkan peraturan- 

peraturan yang menginterprestasikan ketentuan pajak yang 

disahkan kongres. 

 
1.5.3. Cost	Accounting	Standart	Board 

Pada tanggal 15 agustus 1970, kongres membentuk Cost 

Accounting Standard Board. Tujuan dewan ini,  seperti 

yang diuraikan dalam amandemen pasal 719 dari defence 

production act (undang-undang produksi peralatan perta- 

hanan) tahun 1950, adalah sebagaiberikut: 

Dari waktu ke waktu dewan akan mengumumkan 

norma-norma akuntansi biaya yang ditetapkan untuk 

mencapai kesegaraman dan konsistensi dalam prinsip 

akuntansi biaya yang dianut oleh para kontraktor dan sub 

kontraktor bidang pertahanan dibawah kontrak pemerintah 

federal. Norma-norma yang diumumkan itu harus digunakan 

oleh semua badan federal yang bersangkutan oleh para 

kontraktor dan subkontaktor bidang pertahanan, dalam 

memperkirakan, mengumpulkan, dan melaporkan  biaya 

yang dikaitkan dengan penetapan harga, administrasi dan 

penyelesaian  semua  kontrak  dan  subkontrak  primer yang 
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dirundingkan untuk pertahanan Amerika Serikat, di atas 

jumlah $100.000 . ini diluar kontrak dan subkontrak dengan 

persetujuan harga yang didasarkan atas (1) harga yang 

terdaftar atau harga pasar dari barang dagang yang dijual 

dalam jumlah besar kepada masyarakat luas, atau  (2) 

harga yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan. 

Dalam mengumumkan norma-norma tersebut. . . . dewan 

akan  memperhatikan biaya pelaksanaan yang mungkin ada . 

. . . dibandingkan dengan  manfaat yang mungkin diperoleh. . 

. Peraturan seperti itu mengharuskan kontraktor dan 

subkontraktor bidang pertahanan untuk mengungkapka 

secara tertulis prinsip-prinsip akuntansi biaya mereka 

sebagai syarat kontrak, termasuk metode untuk membeda- 

kan biaya langsung dan biaya tidak langsung, serta menye- 

tujui penyesuaian harga kontrak beserta bungannya untuk 

setiap kenaikan biaya yang dibayarkan kepada kontraktor 

bidang pertahanan oleh pemerintah Amerika Serikat yang 

disebabkan oleh kelalaian kontraktor bidang pertahanan 

untuk mengikuti norma-norma akuntansi biaya yang telah 

diumumkan sebagaimana mestinya, atau tidak mengikuti 

secara konsisten praktek-praktek akutansi biaya yang 

diungkapkannya dalam usulan penetapan harga  kontrak, 

dan dalam mengumpulkan serta melaporkan data biaya 

pelaksanaan kontrak. 
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Pada tanggal 30 september 1980, CASB dibubarkan 

karena kongres menganggap bahwa tujuan lembaga ini 

untuk menetapkan norma- norma dasar akuntansi biaya 

telah tercapai. 

 

Norma‐norma	 pokok	 yang	 telah	 dikeluarkan.	 Dalam 

masa kerjanya, CASB telah mengeluarkan suatu seri Norma 

Akuntansi Biaya (Cost Accounting Standard/CASs), yang 

mengatur kalkulasi dan alokasi biaya tertentu. Norma ini 

dinyatakan sebagai pernyataan resmi yang (1) menetapkan 

prinsip atau prinsip-prinsip yang harus diikuti, (2) meng- 

gariskan praktik yang harus diterapkan, atau (3) merinci 

kriteria yang harus digunakan dalam memilih prinsip dan 

praktek alternatif untuk memperkirakan, mengakumulasi- 

kan, dan melaporkan biaya kontrak menurut aturan-aturan 

lembaga ini. 

CASs membahas semua aspek pengalokasian biaya, 

termasuk: 

1. Definisi dan pengukuran atas biaya yang dapat dialoka- 

sikan kepada tujuan biaya. 

2. Penentuan periode akuntansi biaya yang akan dibebani 

denan biaya tersebut. 

3. Penentuan metode pengalokasian biaya kepada tujuan 

biaya. 
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Cakupan	 kontraktor.	Norma-norma CASB harus dipatuhi 

oleh para kontaktor dan subkontraktor bidang pertahanan 

dalam memperkirakan, mengakumulasikan dan melaporkan 

biaya   untuk   kontrak   yang   dirundingkan   di   atas jumlah 

$100.000. karena semua biro yang bukan bidang pertaha- 

nan juga mengikuti norma, aturan, dan ketentuan CASB, 

maka kebanyakan kontrak dan subkontrak yang dirunding- 

kan juga harus mengikuti norma-norma  ini. Norma-norma 

ini juga diambil oleh beberapa pemerintah negara  bagian 

dan lokal. 

Pengungkapan	(Statement	of	Disclosure).	Sebagai syarat 

kontrak, para kontraktor dapat diminta untuk mengung- 

kapkan secara tertulis praktek-praktek akuntansi biaya 

mereka. Untuk ini, dewan mengeluarkan pedoman pengung- 

kapan secara terinci. Instruksi-instruksi yang tercantum di 

situ mengharuskan kontraktor untuk menjelaskan praktek 

akuntansi pada setiap pusat laba, divisi, atau unit organisasi 

lain yang serupa. Pusat laba didefinisikan sebagai “bagian 

organisasi terkecil yang berdiri sendiri dalam suatu 

perusahaan, yang telah dibebani tanggung jawab laba dan 

rugi oleh manajemen. 
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Abstract 
This research aims to examine the effect of business strategy and external environmental 
on management control system. This study is a replication and development of research 
conducted by Sofiah Auzair  (2011). Object of this study in Hotel Bonten  pravince. 
The research is an empirical study with purposive sampling techniques in data collection. 
Data obtained by questionnaire which was distributed to the Hotel manager in Banten 
province, with a questionnaire return rate reaches 61.11% ie 55 respondents. Data 
analysis wasperformed with a SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 16.00. 
Test results show that the hypothesis of the three hypotheses proposed two hypotheses are 
accepted Accepted hypothesis is the hypothesis I (significant positive influence Cost 
Leadership on /Jureaucratic Management Control system.), Hypothesis 2 (a significont 
positive Strategy differentiation on bureaucratic Management Control system.) is not 
accepted because hypotheses is not negative significant, H)'POthesis 3 (a significant 
positive Perception Environmental Uncertainty.) 
Keywords: Cost   Leadership, S'trategy Differentiation, Perception   Environmental 
Uncertainty, Management  Control system. 

 
Pendahuluan 

Banten adalah salah satu Provinsi di pulau Jawa, Provinsi ini dulunya adalah bagian 

dari Provinsi Jawa Baral namun memisahkan diri pada tahun 2000. Lokasinya yang berada 

diujung barat pulau Jawa memiliki lokasi yang cukup strategis dan juga memilki potensi 

ekonomi yang bail<, dalam skala lokai nasional maupun internasional karena mempunyai 

sektor transport darat, laut dan udara. Ketiga sektor itulah yang memiliki peranan penting 

dalam membangun perekonomian di Provinsi Banten. Dari sektor wisatapun Banten 

memiliki beberapa tujuan wisata yang ramai dikunjungi baik wisatawan lokal maupun 

asing diantaranya yaitu Taman Nasional Ujung Kulon, Pantai Tanjung Lesung, Taman 

Wisata Alam Sangiang, Pantai Anyer. Hotel-hotel menghadapi persaingan besar  dalam 

upaya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kelangsungan  hidup  dan 

keberhasilan bisnis hotel yang demikian, akan tergantung pada usaha manajer dalam 

memenuhi harapan pelanggannya serta terdapat banyak pengaruh strategi bisnis tehadap 

sistem   pengendalian   manajemen,   untuk   itu   diharapkan   manajer   puncak  benar-benar 



403  

Tirtayasa  EKONOMIKA Vol. 13, No 2 Oktober 2018 
 

 

 

menggunakan perencanaan dan sistem kontrol untuk membantu dalam pencapaian tujuan. 

Sebuah sistem infonnasi yang tepat disebuah hotel dapat membantu manajer memuaskan 

harapan pelanggannya dalatn mencapai tujuan organisasi. 

Penelitian yang dilakukan dibidang manajemen strategik ingin melihat seberapa 

besar pengaruh strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi dalam meningkatkan 

kinerja, kedua strategi tersebut saling melengkapi. Akan tetapi bertentangan dengan 

strategi kepemimpinan biaya dan strategi diferensiasi berdiri sendiri dan tidak saling 

melengkapi. Maka dari itu sistem pengendalian manajemen harus disesuaikan secara 

eksplisit untuk mendukung strategi bisnis agar menghasilkan kinerja yang unggul dan 

penting bagi manajer di industri perhotelan untuk memaharni strategi bisnis demi mencapai 

keunggulan kornpetitif. 

selain strategi bisnis, sebagai manajer dari orgaoisasi yang  terus-menerus 

berhubungan dengan pelanggan dan pesaing desain sistem pengendalian manajemen di hotel-

hotel harus mempertimbangkan lingkungan eksternal dimana hotel tersebut beroperasi. 

Bahkan ia berpendapat bahwa pelayanan orgaoisasi seperti hotel,  mungkin lebih peka 

terhadap ling]rnngan karena empat faktor, kemudahan pada inovasi transfer, ukuran, 

kemudahan masuk kompetitif dan ketidakmampuan untuk buffer inti dari tugas produktif 

yang tinggi dan berbagai  informasi.  Maka  dari  itu  perusahaan  dituntut melakukan 

penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang ada dengan melakukan strategi dan  sistem  

pengendalian  manajemen  yang  lebih  bail<.   Termotivasi   oleh  pernbangunan 

ekonomi dan kurangnya penelitian dalam literatur sistem pengendalian manajernen  hotel, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek akuntansi manajemen dan kontrol dalam 

industri hotel.  Penelitian  ini  replikasi  dari  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh 

Sofiah Auzair (2011). The Effect Of Business Stategy And External Environment On 

Management Control Systems: A Study Of Malaysian Hotels, yang memhedakan dari 

penelitian sebelumnya yaitu mengenai  tempat  obyek  penelitiannya  (Studi  pada  hotel  di 

Provinsi    Banten)". 

Sehingga judul  penelitian  ini adalah  "Pengaruh  Strategi Bisnis  dan  Lingkungan 

Eksternal terhadap Sistem Pengendalian Manajemen" 
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Tinjauan Pustaka 

Sistem Pengendallan Manajemen (Samryn, 2002) 

Sistem pengendalian manajemen adalah suatu alat pengumpulan data untuk 

membantu dan mengkoordinasikan proses pembuatan lreputusan dalam organisasi. Sistem 

pengendalian manajemen terutama berhubungan dengan cara yang  dapat  dilakukan  oleh 

para manajer dalam merancang, dan menggunakan sistem perencanaan dan pengendalian 

untuk menerapkan  strategi. 

Strategi Bisnis 

Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilh untuk mewujudkan visi organisasi 

melalui misi. Strategi bisnis atau strategi bersaing biasanya dilrembangkan dalam level 

manajerial dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk jasa perosahaan 

dalam industrinya (Sugiyanto, 2003). 

Dua strategi umum yang disarankan oleh Porter, (1980) untuk bersaing ditingkat bisnis 

yaitu; 

1) Kepemimpinan Biaya 

Strategi kepemimpinan biaya merupakan serangkaian tindakan integratif yang 

dirancang untuk memproduksi atau mengirimkan barang-barang atau jasa pada biaya 

yang relatif paling rendah terhadap para pesaing dengan ciri-ciri yang dapat diterima 

oleh para pelanggan. Strategi  kepemimpinan  biaya  adalah  strategi  dimana 

perusahaan mengungguli para pesaing dalam memproduksi barang atau jasa dengan 

biaya yang paling rendah (Blocher et al,  2009). 

2) Strategi Diferensiasi 

Porter, (1985) menyatakan bahwa didalam strategi diferensias perosahaan harus 

menciptakan produk yang memiliki kualitas lebih unik sehingga memiliki nilai yang 

lebih luas. Perusahaan memilih satu atau lebih atribut produk yang dianggap penting 

dan menarik bagi pelanggan. Difurensiasi dapat didasarkan pada produknya sendiri, 

sistem penyerahan,  pendekatan pemasaran  dan fuktor lainnya. 

 

Lingkungan Ekstemal 

Secara umum, lingkungan suatu perosahaan terdiri dari kelompok-kelompok yang 

saling terkait satu dengan yang lainnya yang memainkan peranan  penting  dalam 

menentukan peluang, tantangan, penghalang  yang dihadapi oleh  perosahaan. 
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lngga, (2011) mendefinisikan lingkungan eksternal perusahaan adalah semua faktor-

faktor yang berada diluar perusahaan bail< lingkungan makro maupun operasional dengan 

kondisi tertentu yang terjadi dalam lingkungan tersebut dapat menjadi sumber peluang atau 

ancaman bagi perusahaan. Hitt, el al (200I :SO) menjelaskan  bahwa lingkungan eksternal 

adalah susunan dalam elemen-elemen pada masyarakat luas yang mempengaruhi suatu 

industri dan didalam perusahaan itu mereka mengelompokan elemen- elemen tersebut 

kedalam enam lingkungan segmen : demografi, ekonomt politiklhukum, sosial budaya, 

teknologi, dan globalisasi. Berbagai studi empiris yang dilakukan oleh (Khandwalla, 1972; 

Gordon dan Narayanan, 1984; Chenhall dan Morris, 1986) telah menonjukkan bahwa 

lingkungan eksternal atau ketidakpastian lingkungan yang dirasakan memiliki efek pada 

sifat desain sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi. Ketidakpastian 

lingkungan diartikan sebagai kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi  

operasional perusahaan  (Otley, 1980). 

Ketidakpastian lingkungan diartikan sebagai persepsi individual atas ketidakpastian 

yang berasal dari lingkungan (Gregson, et al,. 1994). Menurut Milleken (1987) pada 

dasarnya, ketidakpastian lingkungan merupakan ketidakmampuan manajemen top dalam 

memprediksi lingkungan eksternal secara tepat dan Milliken telah mengidentiflkasikan tiga 

jenis PEU: ketidakpastian negara, ketidakpastian efek dan ketidakpastian respon. 

Ketidakpastian negara mengacu pada ketidakpastian yang diciptakan oleh linglmngan 

eksternal, seperti dijelaskan sebelumnya yaitu ketidakpastian lingkungan makro dan 

ketidakpastian lingkunga mikro. Ketidakpastian efek adalah ketidakpastian mengenai 

dampak dari ketidakpastian eksternal ke internal organisasi. Ketidakpastian respon adalah 

ketidakpastian yang menyangkut darnpak dari ketidakpastian eksternal dan internal pada 

strategi organisasi yang akan  diterapkan. 

Tymon,  et al,. (1998) mengidentifikasikan  ketidakpastian  lingkungan ke dalam tiga 

elemen yang mencirikan ketidakpastian  lingkungan sebagai koosep yang  strategis. 

I. Lingkungan eksternal organisasi adalah sumber ketidakpastian, dimungkinkan oleh 

pasar dan agen regulasi. Spesifiknya seperti daya saing  harga,  promost  distribust 

kuslitas produk. 

2. Ketidakmarnpuan manajer puncak untuk menentukan bagaimana elernen-elemen yang 

tepat ini akan berinteraksi dengan proses internal perusahaan. 



406  

Tirtayasa  EKONOMIKA Vol. 13, No 2 Oktober 2018 
 

 

 

3. De Facto adalah persepsi unsur-unsur eksternal yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan strategis dalatn konteks  mengubah  struktur  informasi  organisasi  Maka dari 

itu persepsi yang relevan dari ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleb perusahaan 

berasal dari manajer puncak sebingga barus memperbaiki orientasi strategi di puncak 

organisasi 

 

 
Kerangka Pemikiran 

Kontnbusi Strategi Bisnis dan Lingkongan Eksternal dalam Meningkatkan Sistem 

Pengendalian Manajemen (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Perhotelan di Propinsi 

Banten) 

 

 

 
Sumber :Sofiab Auzair (2011) 

 
Pengembangan Bipotesis 
Pengaruh Strategi Kepemimpinan Biaya terbadap Sistem Pengendalian Manajemen 
Berdasarkan penelitian Auzair (2011) ditemukan adanya hubungan positif signifikan antara 

strategi kepemimpinan biaya dengan  sistem  pengendalian  manajemen  yang  lebih 

birokratit; menekankan pada pengetatan biaya sehingga  menghasilkan  produk dengan 

tingkat biaya  yang lebih rendah dari pesaing. 

Disarankan babwa pada salab satu ujung kontinurn kontrol adalab sistem pengendalian 

manajemen yang lebih birokratis dalatn tindakan, formal, ketat, pembatasan, kontrol 

impersonai  dan  informasi keuangan. 

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalab : 

Kepemimpinan 
Biaya 

Strategi Sistem. Pengendalian 
Manajemen 

Diferensiasi 

Persepsi 
Ketidakpastian 

Lingkungan 
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Hi: Strategi kepemimpinan biaya berpeogaruh terbadap bentuk sistem pengendalian 

manajemen yang lebih  birokratis. 

Pengaruh  Strategi Diferensiasi  terhadap  Sistem  Pengendalian Manajemen 

Penelitian Auzair (2011) menemukan adanya hubungan positif signifikan antara 

strategi direrensiasi deogan sistem pengendalian manajemen yang kurang birokratif; yang 

menekankan pada kekuatan pemasaran, penelitian dan pengembangan, kepemimpinan 

teknologi dan kreativitas yang tinggi. kepemimpinan teknologi dan kreativitas yang tioggi. 

Menurut penelitian sebelumnya Auzair dan Langfield-Smith (2005), diharapkan untuk 

melakukan kontrol disepanjang kontinum dimensi sistem peogendalian manajemen pada 

hotel. Disarankan bahwa pada salah satu ujung kontinum kontrol adalah sistem 

pengendalian mansjemen yang kuraog birokratis deogan kontrol basil, kontrol informal, 

kontrol yang longgar, fleksibei interpersonal, dan non-keuangan. Sehingga memperoleh 

keunggulan persaingan alas dasar keunikan yang ditawarkan dan mengahasilkan produk 

yang berkualitas. 

Dali penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah : 

Hz : Strategi diferensiasi berpeogaruh terbadap bentuk sistem peogendalian manajemen 

yang kurang birokratis. 

Pengaruh Persepsi Ketidakpastian Lingkungan terhadap Slstem Pengendalian 
Manajemen yang leblh Blrokratis. 

Penelitian Auzair (2011) menemukan adanya hubungan positif signifikan antara 
persepsi ketidakpastian lingkungan deogan sistem pengendalian manajemen yang lebih 
birokratis, karena desain sistem peogendalian manajemen hotel hams mempertimbaogkan 
lingkungan eksteroal dimana hotel tersebut berada, sorta adaptasi dati pelayanan 
organisasinya. Untuk itu manajer dituntut melakukan penyesuaian terhadap persepsi 
ketidakpastian lingkungan eksteroal deogan melakukan strategi dan sistem peogendalian 
manajemen yang lebih birokratif. Dali penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan 
adalah : 

fu : Persepsi  ketidakpastian  lingkungan  berpeogaruh  terbadap  bentuk   sistem 
pengendalian  manajemen yang  lebih birokratis. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan  kerangka  pemikiran,  berikut 
adalah hipotesis dati penelitian sebelumnya yang dilakukan oleb Auzair, (2011) yang akan 
diuji kembali  : 

H1 : Strategi kepemimpinan biaya berpengaruh terbadap bentuk sistem 
peogendalian  manajemen yang  lebih birokratis. 

Hz  :Strategi  diferensiasi  berpeogaruh  terhadap  bentuk  sistem peogendalian 
manajemen  yang kurang birokratis. 

fu : Persepsi ketidakpastian lingkungan berpeogaruh terhadap bentuk sistem 
peogendalian manajemen yang lebih birokratis. 
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Metodologi Penelitian. 
Population and SampUng Design 

Populasi dalain penelitian ini adalah manajer pada hotel di Provinsi Banton. Teknik 

penarikan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling method (pemilihan sampel 

bertujuan). Kriteria  sampel yang diajukan dalain penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I.   Hotel di Provinsi Banten mulai dari hotel bintang satu. 

2. Mansjer telah bekerja minimal satu tahuu. 

3. Mansjer berpendidikan minimal SI 

Rearch Procedure 

Jonis data yang digunskan dalain penelitian ini adalah data primer. Data primer 

yang digunskan diperoleh secara langsung dari survey yang dilakukan dengan membagikan 

kuesioner pada mansjer hotel di Provinsi Banton. 

 

DATA ANALYSIS 

Metode analisis data yang digunskan dalarn penelitian ini adalah dengan  dua 

macarn pengujian yaitu uji validitas (test of validity) dan uji reliabilitas atau keandalan (test 

of realibility), untuk menguji kesungguhan jawaban dari responden. Pengujian data 

tersebut menggunskan alat bantu yaitu SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 

16.00 

Responden yang digunskan dalam penelitian ini adalah mansjer pemasarao, 

keuaogao, personalia, publik realation, front office pada hotel di Provinsi Banton. Jonis 

responden tersebut dipilih dengao menggunskan teknik purposive sampling yang telah di 

jelaskan dalain bab sebelunmya. Pengolahan data dalain penelitian ini menggunskan 

program statistical package for the social science (SPSS) versi 16.00. Data yang diolah 

adalah jawaban responden terkait dengan Strategi Kepemimpinan Biaya (SKB), Strategi 

Diferensiasi (SD) dan Persepsi Ketidakpastian Lingkugan (PKL) berpengaruh terhadap 

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM). Berikut adalah daftar hotel yang menjadi sampel 

penelitian ini. 
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Tabel Nama dan Alamat Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber :dataprimer yang diolah (2018) 

 
Pengumpulan data dilak.ukan dengan menggunakan k.uesioner, maka kesungguhan 

responden  da1am  menjawab   pertanyan-pertanyaan   merupakan  hal  yang  sangat penting 

NO NAMA HOTEL ALAMAT 

1 Sol Elite Marbella ••••• n Raya Karang Bolong KM. 133,5 Anyer. 
Phone :(0254) 602345 

2 Abadi Hotel • n Jenderal Sudirman No. 36. Phone :(0254) 
200641 

3 Mabadria Hotel • n KiMas Jong No. 12. Phone :(0254) 
200527 

4 Ferry Merak Hotel •• n Raya Pelabuhan Merak No. 30. Phone  : 
(0254) 571529 

5 Merak Beach Hotel •• n Rava Merak. Phone :(0254) 571015 

6 Merpati Hotel •• Il Raya Merak KM. 119.Phone :(0254) 
570234 

7 Pennata Krakatau Hotel ••• n KH Yasin BEJI No. 4. Phone :(0254) 
396807 

8 Ratu Hotel Bidakara•••• Il KH Abdul Hadi No. 66 
Seraruz -Banten 

9 Istana Nelayan Hotel ••• n Gatot Subroto Km.5 No. 21. Phone :(021) 
55654377 

10 FM 3 Transit Hotel ••• n MH Thamrin Cikokol. Phone :(021) 
5531633 

11 Jayakarta Hotel •••• n Raya Karang Bolong KM  17 I 135 Anyer. 
Phone :(0254) 601781 

12 Mambruk Hotel •••• Il Raya Karang Bolong, Anyer. Phone : 
(0254) 601602 

13 Nuansa Bali Hotel •• n Raya Karang Bolong KM. 133,5. Phone : 
(0254) 602236 

14 Pesona Krakatau Hotel •• n Raya Karang Bolong KM. 144 Anyer. 
Phone :(0254) 651333 

15 Lippo Carita Hotel ••• n Raya Carita Labuan. Phone  :(0253) 
801919 

16 The Bay Village Hotel •••• Panimblllll!:.  Phone :(0253) 802890 

17 Grand Mangku Putra Hotel ••• n Akses tol Cilegon timur. Phone  :(0254) 
378291 

18 Cilegon City Hotel •• Il KH. Yasin BEJ No.  19. Phone :(0254) 
393325 

19. Imperial Aryaduta ••••• n Jendral Sudinnan, Lippo Cikarang 
Karawaci. Phone :(021) 802345 

20. Nuansa Bali Hotel Beach Hotel II 
•• n Anyer Cikoneng. Phone :(0254) 602236 
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dalam penelitian. Pengujian menggunakan uji validitas (test of validity) dan uji reliabilitas 

atau lreandalan (test of rea/ibi/ity), uutuk menguji lresuugguban jawaban dari responden. 

Pengujian data tersebut menggunakan alat bantu yaitu SPSS (Statistical  Package  For 

Social Science) versi 16.00. 

Penyebaran kuesioner sebanyak  90  kuesioner.  Dari  jumlab  tersebut kuesioner 

yang kembali berjumlab 55 kuesioner atau banya 55 responden yang mengernbalikan. 

Kuesioner yang tidak kernbali berjumlab 35 kuesioner atau 33,34%. Kalkulasi antara 

jumlab kuesioner yang disebarkan dengan 45 yang berbasil dikumpulkan terdapat  pada 

tabel berikut  : 

Tabel Persentase Penan dan Peneembalian Knesioner 
No. Keter•nn Jumlab Persentase 
I Kuesioner vano disebar 90 100 % 
2 Kuesioner vi:ino k.embali 55 61.11 % 
3 Kuesioner \mno tidak kembali 35 38.89 % 
4 Kuesioner  van• tidak lenRkaP 0 0 % 
5 Kuesioner vi:ino bisa diolah 55 61.66 % 

Somber  :dataprrmer yang  dwlah (2018) 
 

Jenis Kelamin  
TabeI Persentase Jem"s Kelamm"   Resoonden 

Keterangan Jumlah Persentase 

Pria 38 69,09 % 

Wanita 17 30,91 % 

Sumber :dataprimer yang diolah (2018) 
 

Dari jumlab kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini, jumlab responden 

yang berjenis kelamin Pria adalab 38 orang (69,09%) dan sisanya 17 orang (30,91%) 

adalab Wanita. Dari tabel diatas dapat disimpulkan babwa jumlab pria yang bekerja 

sebagai manajer lebih banyak dari pada wanita yaitu berjumlab 38 orang atau 69,09%. 

 

Usia 
TabeI Persentase U•la Resnonden 

 
 
 
 
 
 

Sumber :dataprrmer yang dwlah (2018) 

Keterangan Jumlah Persentase 

21-30 13 23,63% 

31-40 15 27,27% 

41-50 16 29,09 % 

51-60 11 20 % 
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Dari jumlah kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini, jumlah responden 

yang berusia antara 21 - 30 adalah 13 orang (23,63%). Kemudian usia antara 31 - 40 

adalah 15 orang (27,27%), yang berusia antara 41 - 50 adalah 16 orang (29,09 %) dan 

sisanya untuk usia diatas 51 adalah 11 orang (20 %). Dari tabel 4.4 dapat disimpulkan 

bahwa manajer yang paling banyak rata-rata pada usia 41-50 yaitu berjumlah 16 orang atau 

29.09%. 

Pendidikan 
TabeI Penentase pendldikan ReSDODden 

Keterangan Jumlah Penentase 
03 0 0% 

SI 45 81,81 % 

82 9 16,36 % 
83 1 1,88 % 
Somber :dataprimer yang diolah  (2018) 

 
Dari jumlah kuesioner yang dikembalikan dalam penelitian ini, jumlah responden 

yang berpendidikan tamatan SI adalah 45 orang (81,81), kemudian jumlah responden yang 

berpendidikan tamatan S2 adalah 9 orang (16,36%) dan sisanya responden yang 

berpendidikan S3 adalah 1 orang (1,88%). Dapat disimpulkan bahwa rata-rata manajer 

dengan pendidikan  S1,jumlahnya  terbanyak yaitu 45 orang atau  81,81%. 

Dari tabel diatas  dapat  disimpulkan  bahwa jumlah  responden  yang berpendidikan 

SI lebih mendorninasi dibandingkan dengan yang berpendidikan 82 dan Lain-Lain. Ini 

menunjukan bahwa yang menduduki jabatan manajer, serendab-rendabnya adalah yang 

berpendidikan SI. Karena dengan berpendidikan S1 tinggi tingkat pendidikan pengetahuan 

mereka pun akan semakin  bertambah. 

 

Jabatan  
Tabet Persentase Jabatan Responden 

Keterangan Jumlah Persentase 

Manajer Pemasaran 20 36,36% 

Manajer Public 11£alation 8 14,54% 

Manajer Front Office 9 16,36% 

Manajer Keuangan 9 16,36% 

Manaier Personalia 11 20% 
Somber :datapnmer yang d,olah (2018) 
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Dari jumlah kuesioner yang dilcembalikan dalam penelitian ini, jumlah responden 

yang memiliki jabatan sebagai Manajer Pemasaran adalah 20 orang (36,36%), kemudian 

jumlah responden yang merniliki jabatan sebagai Manajer Public Rea/ation adalab 8 orang 

(14,54%),  jumlah  responden yang memiliki jabatan  sebagai Manajer   Front  Office adalab 

9 orang (16,36%), jumlab responden yang memiliki jabatan sebagai Manajer keuangan 

adalah 9 orang (16,36%), dan jumlah responden yang merniliki jabatan sebagai Manajer 

personalia adalah 11 orang (20%). Dapat disimpulkan babwa jumlab manajer pemasaran 

lebih banyak dari manajer lainnya yaitu berjumlab 20 orang atau 36,36%. Hal ini 

dikarenakan pihak hotel berharap dengan memiliki manajer pernasaran yang berlebih akan 

berdarnpak positif terhadap pendapatan hotel karena manajer pernasaran ditugaskan untuk 

men.earl serta menarik konsumen. 
 

Lama Masa Kerja  
Tabel 4.7 

Presenta••Lama Masa Ker1'a Resnonden 

 
 

 
Sumber :dataprimer yang dio/ah  (2018) 

 
Dari jumlah kuesioner yang dilcembalikan dalam penelitian ini, jumlah responden 

yang mempunyai pengalarnan bekerja 2-5 tabun sebanyak 25 orang (45.45%), yang lama 

bekerja  5-10 tabun sebanyak  20  orang (36.36%) dan yang mernpunyai pengalarnan  bekerja 

>10 tabun sebanyak 10 orang (18.18%). Dari label 4.7 dapat disimpulkan  babwa  yang 

bekerja 2-5 tabun sangat mendominasi. lni menunjukan babwa pihak hotel memberi 

kesernpatan kepada pada usia yang sangat produktif untuk menduduki jabatan sebagai 

manajer, sedangkan untuk manajer yang lama masa kerjanya menunjukan jumlah yang 

sangat  sedikil 

 
 

Pengujian Kualitas Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, maka kesungguhan 

responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan  hal yang  sangat  penting 

dalam  penelitian.   Keabsaban   suatu  hasil  penelitian   sangat  ditentukan   oleh  alat  ukur  yang 

Keterane:an Jumlah Penentase 
2 -5 Tabun 25 45.45% 

5 - IOTabun 20 36.36% 

>IO Tabun 10 18.18% 
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digunakan. Apabila alat ukur yang diperoleh tidak. valid atau tidak. dapat dipercaya. maka 

basil penelitian yang akan diperoleh tidak: alcan menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu uji 

validitas (test of validity) dan uji reliabilitas atau keandalan (test of reliability),  untuk 

menguji kesungguhan jawaban  dari responden  (Ghozali, 2006 :41). 

Pendekatan yang dilakukan untuk uji reliabilitas adalah pendekatan reliabilitas 

konsistensi internal. Adapun teknik digunalcan untuk mengukur konsistensi internal adalah 

Cronbach's Alpha dari masing-masing instrumen dalam satu variabel. Instrumen yang 

digunalcan dalam variabel tersebut dikatakan andal reliable) apabila memiliki cronbach 

alpha  >0,60  (Ghozali, 2006). 

 
Tabe
l

Hasll Pene:uiian Reliabilltas 
Variabel Cronbach'sAlpha Keterangan 
SPM 0.854 Reliable 
SKB 0.800 Reliable 
SD 0.808 Reliable 
PKL 0.737 Reliable 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 
 

Berdasarkan basil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel diatas untuk variabel 

SPM (Y) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,854 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel SPM (Y) dinyatakan reliable (andal) dan dapat 

diolah. Untuk variabel SKB (X) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,800 > 0,60 

sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada variabel SKB (X) 

dinyatakan reliable (andal) dan dapat diolah. Variabel SD (X) memiliki nilai Cronbach 

Alpha sebesar 0,808 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan pada 

variabel SD (X) dinyatakan reliable (andal) dan dapat diolah. K.emudian untuk variabel 

PKL (X) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,737 > 0,60 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa butir-butir  pertanyaan pada variabel PKL (X) dinyatakan reliable  (andal). 

Adapun basil uji validitas data dari penelitian inidapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel Hasil Pene:uJIRn Validitas 
Variabel Kaiser's MSA Factor LOllllintr Keteran-n 
SPM 0,783 0,619-0,658 Valid 
SKB 0,780 0.597-0,672 Valid 
SD 0,792 0,552-0,741 Valid 
PKL 0,661 0,551-0.772 Valid 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 
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Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel SPM  (Y)  memiliki  nilai 

Kaiser's MSA 0.783 > 0.5 dan factor loading minimum 0,619 > 0,40 sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa data-data pada butir pertanyaan untuk variabel SPM (Y) adalah 

valid. Untuk variabel SKB (X) memiliki nilai Kaiser's MSA 0,780 > 0,5 danfactor loading 

minimum 0,597 > 0,40 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data-data pada butir 

pertanyaan untuk variabel SKB (X) adalah valid. Variabel SD (X) memiliki nilai Kaiser's 

MSA 0,792 > 0,5 dan factor loading minimum 0,552 > 0,40 sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa data-data pada butir pertanyaan  untuk  variabel  SD  (X)  adalab  valid. 

Dan yang terakbir untuk variabel PKL (X) memiliki nilai Kaiser's MSA 0,661 > 0,5 dan 

factor loading minimum 0,551 > 0,40 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data-data 

pada butir pertanyaan untuk variabel PKL (X) adalah   valid. 

Tabel Basil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output SPSS yang diolah, 2018 
 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji lrolmogrov-smirnov adalah dengan melihat 

nilai lrolmogrov-smimov dan signifikan dari data yang telah diolah. Dari tabel di atas, 

dapat dilihat bahwa besarnya nilai lrolmogrov-smimov adalab 0,560 dan signifikan pada 

0,912 atau 91,2%, hal ini berarti data residual terdistnbusi secara normal karena 

signifikannya berada di atas 0,05 atau 5%. 

Adapun basil dari uji P-Plot dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

  Unstandardize 
d Residual 

 
ormal Mean 

IParameters•  Std. Deviation 
Most Extreme Absolute 
Piffereoces  Positive 

Negative 

Kolmogorov-Smirnov  Z 

l,\symp. Sig. (2-tailed) 

55 
.0000000 

2.36341320 

.076

.076

-.061 

.560

.912

a. Test distribotion is Normal 
I  
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Tabet Basil Uji Normalitas 
 
 
 

Histogram 
 
 
 

Dependent Variable: SPM 

 
Mean •7.ll-16 
Std.Dev.-0.972 

N•SS 
 

10 
 

cl:' 8 

•::, 
:6 

t 
 
 
 
 

 
.J -2 -1 

Regression Standardized Residual 
 
 
 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
 
 
 

Dependent Variable: SPM 

 
 
 

a 
u 

 
 
 
 

0.0 0.2 0.4 06 08 10 

Observed Cum Prob 
 

Swnber : Output SPSS yang diolah, 2018 
 

Dari basil output diatas, terlihat bahwa grafik histogramnya menunjukkan pola 

dis1ribusi normal, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka  model regresi m.emenuhi  asumsi normalitas. 

12
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Pengujian  MultlkoUnearltas 
Adapun basil dari uji multikolinearitas dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

 
Tabel Basil Pengujian Multilrolinearitas 

Coefficients• 
 

Model 

  Collinearit y Statistics 

Tolerance VIF 

1 SKB .999 1.00

  SD .908 1.10
2  PKL 

.909 1.10
0

a. Dependent Venable: SPM 

Sumber :Output SPSS yang diolah, 2018 
 

Dari tabel diatas dapat dilibat bahwa untuk variabel SKB (X) memiliki nilai 

tolerance 0,999 > 0,10 dan VIF 1,001 < 10 sehingga dapat diambil kesimpulan tidak ada 

multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Untuk variabel SD (X) 

memiliki nilai tolerance 0,908 > 0,10 dan VIF 1,102 < 10 sehingga dapat diambil 

kesimpulan tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. 

Kernudian variabel PKL (X) memiliki nilai tolerance 0,909 > 0,10 dan VIF 1,100 < 10 

sebingga dapat diambil kesimpulan tidak ada multikolinearitas antara variabel indePenden 

dalam model regresi. 

 
Pengujian Autokoreiasi 
Dari pengujian autokorelasi pada penelitian ini, diperoleh basil sebagai berikut : 

 

Tabel Basil Pengujian Autokorelasi 
Model Summary• 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Durbin- 
Watson 

I .764' .58 .560 2.432 2.04

a. Predictors: (Constant), PKL, SKB, SD 

b. Dependent Variable: SPM 
Sumber : Output SPSS yang diolah. 2018 

 
Tampilan output SPPS menunjukkan bahwa nilai DW pada model regresi sebesar 

2,048 ha! ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi autokoleras karena nilai DW 

berada diantara -2 sampai +2 
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Pengujian Heteroskedastisitas 
 

Adapun basil uji heteroskedastisita dari penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut : 
 

Tabel Hull Uji Heteroskedutisitas 
 
 

Scatterplot 
 
 
 

Dependent Variable: SPM 

 
;; 
:, 

l2 
a: 

..N, 
c 

0 

 
 

0 
0 

0 °o Oo 
0 0 

0  0 0 0    0 
0 

00 
0   0    0 0 

0 q, ,,; 0 Oq, 0 O 0   0   0
 0

 

ꞏ: 
t-i- 
a: 

0 0 0  0 
0 0 

0 
00 0 

0 00    0 

0    
0

 

0 

-3 
 

-2 

Regression Standardized Predicted Value 

S,anber :Output SPSSyang diolah, 2018 
 

Berdasarkan grafik scartteplot diatas hasilnya menunjukkan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak. serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka O pada sumbu Y, 

hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regres 

sehingga model regresi layak dipak.ai untuk memprediksi variabel SPM (Y) berdasarkan 

masukan dari variabel independen SKB (X), SD (X) dan PKL (X). 

 

Uji Kebaikan Model (GoodnesH of Fil Model ) 

Uji goodness of fit merupakan pengujian kecocokan atau k.ebaikan yang sesuai 

antara basil pengamat.an (frekuensi pengamat.an) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh 

berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teroritis). 

 
UjiF 

Dari pengujian k.ebaikan modei dapat dilihat dari tabel anova, diperoleh basil sebagai 

berikut: 

,
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Tabel Basil Oji F 

ANOVA• 

 
 
 
 
 
 

a. Predictors: (Coostaot), PKL, SKB, SD 

b. Dependent Variable: SPM 
 

Srunber :Output SPSS yang diolah, 2018 
 

Basil pengolabao data terlihat babwa nilai F - 23,903 dengao signifikan sebesar 

0,000 < 0,05. Nilai signifikan peogujiao yang lebih lrecil dari 11 - 0,05 menunjukkan babwa 

model regresi dapat dikatakan bail<, sebingga dapat dilanjutkan Ire peogujian hipotesis. 

 
Koefisien Determinasi (Adjusted R-Square) 

Berikut basil uji Koefisien Detenninasi (Atljusted R-Square) dari penelitiao ini, 

diperoleh basil sebagai berikut : 

Tabet  Koefisien Determinasi 
Model Summary• 

 
!Mode

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Durbin- 
Watson 

1 .764' .58 .560 2.432 2.04

a. Predictors: (Coostaot), PKL, SKB, SD 

b. Dependeot Variable: SPM 
Sumber :Output SPSS yang dio/ah, 2018 

 
Tabel di alas menunjukkan babwa koefisien determinasi yang menunjukkan nilai 

atljusted R2 sebesar 0,560. Hal ini berarti babwa 56% variasi variabel sistem pengeodalian 

maoajernen dapat dijelaskan oleh variable strategi lrepemimpinao  biaya,  strategi 

diferensiasi dao persepsi ketidakpastian lingkuogao, sedaogkan 44% sistem pengeodalian 

maoajerneo dapat dijelaskan oleh variabel  lainnya. 

Nilai R - 0,764 meounjukkan babwa koefisieo kotelasi sebesar 76,4%. Dari nilai 

ini dapat disimpulkan babwa hubungan antara strategi lrepernimpinao biaya, strategi 

diferensiasi dao persepsi ketidakpastian lingkuogan deogan sistem peogendalian 

maoajernen merniliki posisi yang cukup kuat. 

 
Mod

 
el 

Sum of 
Squares 

 
Df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 424.116 3 141.372 23.903 .000' 

  Residual 301.629 51 5.914 

  Total 725.745 54 
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Uji Hipotesis 
Pengujian terbadap hipotesis yang dilakukan dalarn penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
Uji Hipotesis Pertama 

H1 : Strategi lrepemimpinan biaya berpengaruh positif signifikan terbadap bentuk 

sistem pengendalian manajemen yang lebih birokratif. 

Dari pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini, diperoleh basil sebagai berikut 
 
 

Tabel Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Coefficients• 

 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
 

t 

 
 
 

Sig. B Std. Error Beta 

I (Constant) 

SKB 

17.885

.427 

2.730 

.131

 

.410

6.551 

3.271

.00
0 

a. Dependent Vanable: SPM 

Sumber : Output SPSS yang dio/ah, 2018 
 

Berdasarkan penelitian Auzair (20ll) sorta Langfield dan Auzair (2005) 

diasumsikan bahwa ada dua persamaan dijalankan secara terpisah untuk sistem 

pengendalian manajemen lebih birokratis dan sistem pengendalian manajemen kurang 

birokratis. Koefisien positif yang signifikan maka akan menunjukkan dukungan untuk 

sistem pengendalian manajemen lebih birokratis sedangkan koefisien negatif tidak 

signifikan akan menunjukkan dukungan untuk sistern pengendalian manajemen kurang 

birokratis. 

Hasil analisis regresi terbadap hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel diatas 

strategi lrepemimpinan biaya berpengaruh positif (0,427) terhadap bentuk sistem 

pengendalian manajemen yang lebih birokratis dengan taraf signifikansinya sebesar 0,002 

< 0,05,  bal  ini  menunjukan  bahwa  strategi  kepemimpinan  biaya  berpengaruh  positif 

signifikan terhadap sistem pengendalian manajernen yang lebih birokratis, sehingga basil 

penelitian ini menerima hipoteais pertama yang menyatakan bahwa "strategi 

lrepemimpinan biaya berpengaruh positif terbadap bentuk sistem pengendalian manajemen 

yang lebih birokratis ". 

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelunmya yang dilakukan oleh 

Auzair (2011)  Sorta didukung  oleh Auzair dan Langfield  (2005) dengan basil   berpengaruh 
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positif signifikan antara strategi kepemimpinan biaya dengan sistem pengendalian 

manajemen yang lebih birokratif. Penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Chenhall dan Langfield-Smith (1998), Kumar dan  Subramaniam 

(1997), Simons (1987), (Miller,  1988) dan Haryanto (2007). 

 
Uji Hipotesis Kedua 

fu : Strategi diferensiasi berpengaruh positif signifikan terhadap bentuk sistem 

pengendalian mansjemen yang kurang birokratif. 

Dari pengujian hipotesis  kedua pada peoelitian ini, diperoleh basil sebagai  berikut 

Tabel Hasll UJI Hipotesls Kedua 
Coefficients• 

 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 

t 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

SD 

11.44
0 

2.880 

.076
 

.592 

3.97
2 

.000

.000

a. Dependent Variable: SPM 
Sumber  :Output SPSS yang  diolah, 2018 

 
Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua dapat dilihat  pada  tabel  diatas. 

strategi diferensiasi berpengaruh positif (0,408) terhadap bentuk sistem pengendalian 

manajemen yang lebih birokratis dengan taraf signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukan bahwa strategi diferensiasi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian 

manajemen yang lebih birokratis sedangkan sistem pengendalian manajemen yang korang 

birokratis korang ditekankan. Sehingga basil peoelitian ini menolak hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa "Strategi diferensiasi berpengaruh positif terhadap bentuk sistem 

pengendalian mansjemen yang kurang   birokratis  ". 

Berdasarkan penelitian Auzair (2011) menemukan adanya hubungan positif 

signifikan antara strategi diferensiasi dengan sistem pengendalian  manajemen  yang 

kurang  birokratis. 

Namun  da1am  peoelitian  ini ditemukan  bahwa  strategi  direrensiasi   berpengaruh 

positif terhadap sistem pengendalian mansjemen yang lebih birokratis. Temuan ini sesuai 

dengan strategi generik Porter (1985) yang dikaji oleh Hill (1988) menyatakan bahwa 

strategi diferensiasi justru akan menghasilkan kepemimpinan biaya dengan syarat, ha! 

tersehut  terjadi dalam jangka  panjang.  Perusahaan  yang  mengadopsi  strategi diferensiasi 
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dalam jangka panjang bisa menurunkan biaya melalui Learning effects, economies of scale 

dan economies of scope. Kesimpulan Hill tersebut berdasarkan perbandingan atau kajian 

dari berbagai teori dan konsep. Artikel ini menyajikan aplikasi generik Porter, yakoi 

strategi diferensiasi dan kepernimpinsn biaya serta memperkoat pendapat Hill berdasarkan 

kajian empiris yang dilakukan oleh Calori dan Ardisson (1988). Setting penelitian Calori 

dan Ardissoo adalah peoelitian pada perosahaan industri Stalemate di Prancis, Jerman dan 

Inggris selama bulan Mei - Juni 1985. Pengurangan biaya atau menurunkan biaya 

merupakan salah satu komponen sistem pengendalian manajemen  yang  lebih birokratis 

yaitu pengetatao biaya atau disebut juga kontrol biaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

strategi diferensiasi berpengaruh terhadap sistem pengendalian manajemen yang lebih 

birokratis. 

 

Uji Hipotesis Ketiga 

H:, : Persepsi ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap 

bentuk   sistem pengendalian  manajernen yang lebih birokratis. 

Dari pengujian hipotesis ketiga pada penelitian  ini, diperoleh basil sebagai  herikut 

Tahel Basil Uji Hipotesis Ketiga 
Coefficients• 

 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Staodardized 
Coefficients 

 
 

t 

 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Coostaot) 

PKL 

16.575

.627

2.772 

.170

 

.453

5.979 

3.697 

.00
0 

a. Dependent Variable: SPM 
Sumber :Output SPSS yang diolah, 2018 

 
Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama  dapat  dilihat  persepsi 

ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif (0,627) terhadap bentuk sitem pengendalian 

manajernen yang lebih birokratis dengan nilai signifikansinya 0,01 < 0,05 ha! ini 

menunjukan persepsi ketidakapastian berpengaruh terhadap sistem  pengendalian 

manajernen yang lebih birokratis, sehingga basil penelitian ini menerima hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa "Persepsi ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap 

bentuk sistem pengendalian  manajemen  yang lebih  birokratis ". 
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Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Auzair (20ll) yang menemokan adanya hubungan positif signifikan antara persepsi 

ketidakpastian lingkungan dengan sistem pengendalian manajemen yang lebih birokratis. 

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang 

dilakukan Miller (1988), Dahlan (2007), Ezzamel (1990), Auzair (20ll), dan Florence 

(2007). 

 
 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

Berdasarkan basil penelitian serta pembahasan bab sebelumnya tentang studi 

mengenai pengaruh Strategi Bisnis dan lingkungan  Eksternal  terhadap  Sistem 

Pengendalian Manajernen, mernpunyai beberapa  simpulan yaitu: 

I. Strategi kepernimpinan biaya berpengaruh positif signifikan terhadap sistem 

pengendalian manajernen yang lebih birokratis. Artinya babwa hotel yang melakukan 

strategi kepernimpinan biaya maka mengbendaki penekanan pada sistem pengendalian 

manajemen yang lebih birokratis. Hasil penelitian ini mengkonfumasi penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Auzair (20ll) ditemukan adanya hubungan positif 

signifikan antara strategi kepernimpinan biaya dengan sistem pengendalian 

manajemen yang lebih birokratis, menekankan pada pengetatan biaya sehingga 

menghasilkan produk layanan dengan tingkat biaya yang lebih rendab dari pesaing. 

Sehingga dapat di ambil kesimpulan babwa hipotesis pertarna diterima dan Penelitian 

ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleb Auzair dan Langfield 

(2005), Chenhall dan Langfield-Smith (! 

2. Strategi diferensiasi berpengaruh positif signifikan dengan sistem pengendalian 

manajemen yang lebih birokratis. Artinya babwa hotel yang melakukan strategi 

diferensiasi maka menghendaki penekanan pada sistem pengendalian manajernen yang 

lebih birokratis. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Auzair (2011) yang menernukan adanya hubungan positif signifikan antara 

strategi diferensiasi dengan sistem pengendalian manajernen yang kurang birokratif. 

Sehingga dapat di arnbil kesimpulan babwa hipotesis kedua ditolak yang artinya 

strategi diferensiasi tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian manajernen yang 

kurang birokratis. 
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Namun basil penelitian ini didukung oleh strategi generik Porter  (1985)  yang  dikaji 

oleh Hill (1988) serta sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hopwood  (1972) dan Kenis (1979), Stedry (1960) dan Simons  (1988). 

3. Persepsi ketidakpastian lingkungan be,pengaruh positif signifikan terhadap sistem 

pengendalian manajemen yang lebih birokratis. Dapat disirnpulkan bahwa persepsi 

ketidakpastian lingkungan menekankan pada sistem pengendalian manajernen yang 

lebih birokratis. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Auzair (2011) yang menemukan adanya pengaruh positif siginfikan 

persepsi ketidakpastian lingkungan terhadap sistem  pengendalian  mansjemen  yang 

lebih birokratis. Penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian sebelunmya yang 

dilakukan oleh Auzair dan Langfield (2005), Miller (1988), Dahlan (2007), Ezzamel 

(1990), dan Florence (2007). 
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Dadan Ramdbani 

Fakultas Ekonomi  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten 
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Abstract: This study aims to test the relationship determination of the councilor's 
knowledge about budget with council's oversight upon regional finance). In this study, 
researchers examined the relationship of councilor's knowledge about the local fimnce, 
on the supervision of local finance as well as using a moderatiog variable such as 
organization commitment ,accountability, transparency of public policy and community 
participation and culture organization, whether it can affect members of the council in 
monitoring local fmances. Collectiog data using primary data through questionnaires 
given directly to respondents The method used in collectiog data was census method, 
which is used as the test sample using the validity, reliability, and classical assumption 
tests, as well as within hypothesis testiog  using  simple regression  test.  The results of 
this study indicated that the councilor's knowledge variable about the budget and 
variables of accountability moderation, organizational commitment, public policy 
transparency, and culture organization have positive has significant effect on 
relationship between budgctiog knowledge and budgeting control but public policy 
transparency has not significant effect on relationship influence on councilor 
supervisory upon local finance 

Keywords: Councilor's Knowledge of Finance, Councilor's Supervisory Board toward 
Local Finance (Budget), Accountability, Public Policy Transparency, Public 
Participation,  and Organizational Commitment. 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinasi hubungan pengetahuan 
dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerab. Dalarn 
penelitian ini peneliti menguji hubungan peogaruh pengetabuan dewan mengenai 
keuangan daersh, pengawasan keuangan daerab serta mengunakan variabel moderatiog 
seperti aknntabilitas, transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat serta 
komitmen organisasi dalarn memengaruhi anggota  dewan  dalarn  melakukan 
pengawasan keuangan daerab. Pengumpulan data menggunakan data primer deogan 
meoggunakan kuesioner yang langsung diberikan kepada responden yaitu anggota 
dewan. Metode yang dipakai sensus, yang digunakan sebagai sempel. pengujian 
meoggunakan uji validitas, uji realibitas, dan uji asumsi klasik, serta dalarn pengujian 
hipotesis menggunakan uji regsresi berganda sederhana. Hasilmenunjukan bahwa 
variabel peogetabuan dewan teotang anggaran dan variabel moderasi komitmen 
organisasi, aknntabilitas, transparansi kebijakan publik, dan budaya organisasi 
berpengaruh positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerab (APBD) tetapi 
partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antars 
peogetabuan anggaran dan peogawasan anggaran. 

Kata Kunc!: Pengetabuan Dewan Terhadap Keuangao, Pengawasan Dewan Pada 
Keuangan Daerab, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, dan Komitmen 
Organisasi. 
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PENDAHULUAN 

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, 
tennasuk di antaranya pemerintah daerah.Haltersebut berbeda dengan penganggaran pada 
sektor swasta. Pada sektor swasta, anggaran merupakan  bagian  dari rahasia  perusahaan 
yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus 
diinfonnasikan kepada publik untuk dikritik clan didiskusikan untuk mendapat masukan 
(Widyaningsih,  2011). 

Proses penyusunan anggaran merupakan tahap yang paling menentukan dalam 
pengalok.asian dana clan sumber daya. Aclanya berbagai kepentingan clan kebutuhan serta 
terbatasnya clana yang tersedia memerlukan mindset yang mampu mentransformasikan 
arah clan kebijakan umum pemerintah daerah yang telah diformulasikan d.alam bentuk 
program kerja clan strategi, baik strategi jangka panjang maupun jangka pendek 
(Widyaningsih, 2011). 

Dalam pasal 14 ayat (1) juga menjelaskan bahwa dibentuk dewan perwakilan rakyat 
daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah clan pemerintah daerah sebagai badan 
eksekutif daerah. Sementara itu yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah adalah 
hanya kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya clan yang paling penting dari itu 
adalah kedudukan diantara kedua lembaga tersebut sejajar clan menjadi mitra. Otonomi 
yang luas, nyata, bertanggung jawab membawa perubahan pada pola clan sistem 
pengawasan    clan   pemeriksaan    (Prawinta    clan    Andriyani,    2010).    Perubahan   pola 
pengawasan terkait dengandiberinya k.eleluasaan kepada Pemda  untuk  mengatur urusan 
yang menyangkut anggarannya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah 
yang mampu mengontrol k.ebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, 
transparan    clan   akuntabel.   Peraturan   Pemerintah   Nomor.    58   Tahun   2005    tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Fenomena yang terjadi saat ini di 
Indonesia, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, baik DPR maupun DPRD 
seclang melemah. Hal ini disebabkan karena banyaknya tuduhan korupsi clan 
penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPR maupun DPRD. 
Menurut data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada Juni 2006, lebih dari  1.000 
anggota DPRD di seluruh Indonesia seclang dalam penyelidikan karena tuduhan yang 
berkaitan dengan korupsi (Solihin, 2011). DiBanten sendiri, berdasarkan temuan clan riset 
yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW), Provinsi Banten menduduki daerah 
terk.orup urutan 14 dari 33 provinsi se-Indonesia. Fenomena-fenomena tersebut, 
mengindikasi bahwa pengawasan yang dilakukan berbagai pihak termasuk anggota DPRD 
clan penegak hukum sangat rendah (www .indopos.co.id, 11Desember  2010). 

Di Kabupaten  Serang sendiri, k.etidakpuasan  masyarakat  terhadap k:inerja dewan 
dapat dilihat dari data mahasiswa, organisasi, maupun LSM. Unjuk rasa merupakan salah 
satu kekecewaan masyarakat terhadap anggota dewan. Data kejadian aksi unjuk rasa yang 
didapat dari Sat. Intelkam Polres Serang, menyatakan seperti berikut: 

Sepertijuga yang diberitakan di media elektronik bahwa: 
Komisi N DPRD Kabupaten Serang berkunjung ke DPRD  Cilegon. Di kota baja 
itu, mereka ingin mempelajari  pembangunan  infrastruktur  seperti jalan,  gedung 
clan fasilitas umum lainnya. Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD 
Cilegon Fatal Bakri clan anggotanya Rosyid Khaerudin. (//http: Radar Banten/12 
Februari 2013). 
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Kabupaten Serang merupakan Kabupaten yang memiliki potensi yang  tidak  berbeda 
dengan Kola Cilegoo. ''Kami mengetahui, Cilegoo merupakan daerah industri padat modal 
sebingga investasi yang maauk cukup besar, makanya kami penasaran untuk 
mempelajarinya. Sebab di daerah kami pun banyak potensi yang sama seperti Cilegon," 
kata politisi PD! Perjuangan ini." (//http: Radar Banten/12 Februari  2013) 

Sikap ketidakpercayaan dan maaih lambatnya pengembangan  infraatruktnr  inilah 
yang memotivasi penelitian ini dilakukan, Karena anggaran merupakan elem.en penting 
dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan 
keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja 
dan motivasi (Kenis, 1979; Chowet al. , 1988; Antony dan Govindarajan,  1998, Halimet 
al., 2000). Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, 
menjadi relevan dan pentiog. Penelitian juga diharapkan dapat mengetahui seberapa besar 
pengetahuan dewan tentang anggaran mernpengaruhi pengawasan dewan pada keuangan 
daerah (APBD) dan apakah komitmen organisasi, akontabilitas, partisipasi masyarakat, 
transparansi kebijakan publik dan bodaya organisasi mernpengaruhi hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah 
(APBD). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji detenninasi hubungan pengetahuan Dewan 
tentang anggaran dengan pengawasan Dewan pada keuangan daerah di DPRD Kabupaten 
Serang Banten yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (I) Apakah pengetahuan dewan 
tentang anggaran berpengarub terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah 
(APBD)?, (2) Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan 
dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (3) 
Apakah akontabilitas mempengarubi hubungan antara pengetahuan dewan  tentang 
anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (4) Apakah 
partisipaai masyarakat mempengarubi hubungan antara pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (5) Apakah 
transparansi kebijakan publik mempengarubi hubungan antara pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan pengawaaan dewan pada keuangan daerah (APBD)?, (6) Apakah budaya 
organisasi mempengarubi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)? 

Peran. Dasar perlunya peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yang 
ditujukan kepada pemerintah daerah dijelaskan dalam lingkup behavioralisme yaitu teori 
peran. Teori peran melihat perilaku individu dalam lingkungan sosial yang merupakan 
penentu utama dari batasan pertukaran sosial dan kemungkinan maaa depan. Salah satu 
asumsi yang dibuat dalam menerapkan peran di lingkungan sosial yaitu keberhasilan tugas 
dan kewajiban yang tergantung pada penguasaan  perilaku peran  (Indah, 2011). 

Konsep Anggaran Sektor Publik Anggaran sektor publik merupakan instrumen 
akontabilitas atas pengelolaan dana publik  dan  pelaksanaan  program-program  yang 
dibiayai uang publik. Anggaran merupakan managerial plan for  action  untuk 
memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Pemerintah Daerah perlu 
memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada 
pihak eksektutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sesuai strategi yang telah ditetapkan. Anggaran  daerah  (APBD) hams 
mengacu   pada   prinsip-prinsip   berikut   (Mardiasmo,   2002):   otorisasi   oleb    legislatif, 
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komprehensif, keutuhan anggaran, nondiscretionary appropriatioo, periodik, akurat, jelas, 
dan diketahui publik. 

Keuangan Daerah.Undang- Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah  Daerah  berwenang  untuk mengatur 
clan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi clan tu.gas pembantuan 
dalam bidang kenangan daerah penyelenggaraan  fungsi  Pemerintah  Daerah  akan 
terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 
pemberian sumber-sumber penerimasn yang cukup kepada daerah.  Semua  sumber 
kenangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah 
menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hale untuk mendapatkan sumber 
keuangan. lni juga diperkuat pada Undang-undang mengenai Keuangan Negara pada 
Undang-undang No. 17 Tahun 2003, terdapat penegasan di bidang keuangan yaitu bahwa 
kekuasasn pengelolaan kenangan yaitu sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan 
kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah keuangan untuk mengelola keuangan 
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahon 2004 tentang Pemerintah 
Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan meogurus 
seodiri urusan pernerintahan meourut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang 
keuangan daerah penyeleoggaraan fungsi pemerintah  daerah  akan  terlaksana  secara 
optimal apabila peoyeleoggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber- 
sumber peoerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat 
pada setiap urusan pernerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan 
daerah. Daerah diberikan hale untuk mendapatkan sumber keuangan. 

Pengawasan  Keuangan  DaerahJ'engawasan  mengacu   pada  tindakan   yang dilakukan 
oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja 
pemerintahan. Fungsi DPRD terkait pengawasan sesuai UU No. 32 Tahun 2004 adalah 
kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  perda  dan 
peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, meogawasi kebijakan dan kinerja 
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional 
di daerah. Pengawasan oleh DPRD adalah pengawasan terhadap kebijakan bukan 
pemeriksaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran  perlu  dilakukan  untuk 
memantau apakah pelaksanaannya tersebut telah berjalan sesuai  dengan rencana  yang 
telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis. Proses pengawasan diartikan 
sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk meojamin agar pelaksanaan pemerintah 
daerah sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (K.eppres 
No. 74 Tahon 2001). 

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis. Peran  pemerintah  pada  saat 
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah menyusun rancangan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah yang kemudian diusulkan kepada dewan untuk mendapat 
persetujuan. Untuk itu, pemerintah daerah harus benar-beoar serius menumbuhkan saling 
pengertian dan kepercayaan dengan Dewan dalam menghadapi kendala  kendala  yang 
sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah daerah. Pada tahap pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah peran pemerintah daerah mernasuki tahapan teknis yang 
langsung  bersinggungan  dengan  semua kemungkinan  permasalahan  yang dihadapi dalam 
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pencapaian target-target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik di sektor pendapatan 
maupun di sektor pengeluaran atau belanja daerah. Sedangkan pada tahap pertanggung 
jawaban peran pemerintah daerah adalah menyiapkan laporan mengenai  segala  sesuatu 
yang telab dicapai serta mampu menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang 
melatarbelakangi kinerja secara terbuka clan dapat dimengerti oleh  masyarakat 
Bl: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada 
keuangan daerah (APBD). 

Komitmen  Organisasi  dan  Pengawasan   Dewan   pada   Keuangan   Daerah   (APBD). 
Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang 
memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki 
untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat clan baik. 
Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan 
organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri clan  Parker, 1996; 
McClurg, 1999; Chong clan Chong, 2002; Wentzel, 2002 dalam Suhartono (2006)). Jadi, 
psikologi dewan dapat tercermin dari komitmen organisasi yang benar-benar dilakukan 
oleh seorang dewan sebagai wakil rakyat Komitmen organisasi dewan sangat penting 
mengingat anggota dewan umumnya berangkat dari politik (partai). Hal tersebut bisa jadi 
memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan pengawasan keuangan daerah. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen 
organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini dalam sangat perlu 
dimiliki. 
H2: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan pengawasan  dewan pada keuangan daerah  (APBD) 

Akuntabilltas dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerab (APBD). Akuntabilitas 
publik adalab kewajiban pihak pemegang mandat untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, clan mengungkapkan segala aktivitas clan 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya keplia pihak pernberi amanah yang  memiliki 
hak clan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). 
Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi muncul 
antara pernerintah daerah sebagai agen clan DPRD sebagai prinsipal clan publik/warga 
berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada  DPRD  (agen)  untuk 
mengawasi kinerja pernerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi  logis 
adanya huhungan antara agen clan prinsipal. Dewan sebagai anggota legislatif perlu 
mengerti clan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar  dapat 
menjalankan fungsinya dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan 
pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD). Kegagalan dalam menerapkan standar 
operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan 
surnber dana clan surnber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan, clan 
menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lernbaga pernerintahan. 
H3: Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan pengawasan  dewan pada keuangan daerah (APBD). 

Partisipasi  Masyarakat  dan  Pengawasan  Dewan  pada  Keuangan  Daerab  (APBD). 
Demi terciptanya akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi clan 
warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin, 1996 dalam 
Coryanata,   2007).   Achmadi   (2002)   dalam   Coryanata   (2007),   menyebutkan    bahwa 
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partisipasi maayarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena 
dalam partisipaai menyangkut aspek pengawaaan dan aspiraai. Dobell dan Ulrich (2002) 
dalam Werimon dldc (2007), menyatakao bahwa ada tiga peran penting parlemen dalam 
proses anggaran yaitu mewakili kepeotingao-kepentingao masyarakat (representating 
citizen  interests),  memberdayakao   pemerintah   (empowering  the  government),  dan 
mengawasi kinerja pemerintah (scrutinizing the government's performance). Salah satu 
efek positif adanya partisipaai masyarakat dalam penyusunao aoggaran adalah pertukaran 
informaai  yang efektif. 
H4: Partisipasi masyarakat berpengarob terhadap hubungao aotara pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan pengawaaan dewan pada keuangan daerah (APBD) 

Transparansl Kebijakan Pubiik dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah 
(APBD). Transparansi publik merupakan prinsip yang  menjamin  akses  atau kebebaaan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyeleoggaraan pemerintahan, 
yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta baail-baail 
yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Asumsi 
yang dapat dirumuskan, semakin transparan kebijakan publik, yang dalam ha! ini adalah 
APBD maka 10 pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat kareoa 
maayarakat juga  terlibat dalam meogawasi  kebijakan  publik tersebut. 
HS: Transparansi kebijakan publik berpengarob terhadap hubungan antara pengetahuan 
dewan tentang anggaran deogan peogawaaan dewan pada keuangan daerah (APBD). 

Budaya Organisasi dan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). 
Meourut Holmes dan Marsden (1996), budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap 
perilaku, cara kerja, dan motivasi para maoajer dan bawahannya uotuk mencapai kinerja 
organisaai. Berdasarkan haail penelitian yang berkaitan dengan budaya, ditentukan bahwa 
dimensi budaya mempunyai pengarob  terhadap  penyusunan  anggaran  dalam 
meningkatkan kinerja manajerial dan budaya yang mendukung berbagi pengetahuan akan 
memungkinkan anggota organisasi berbagi pengetahuan dan  mengguoakan  pengetahuan 
yang ada uotuk menghadapi segala maaalah, di mana-maoa dan kapan saja (Aothes, 1998 
dalam  Zookefli  dan Nor 2008). 
H6: Budaya organisaai berpeogaruh  terhadap  hubungan  antara  pengetahuan  dewan 
tentang anggaran dengan pengawaaan dewan pada keuangan daerah (APBD). 
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METODE 

Populasi. Populasi data dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Serang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
sensus yaitu teknik pengumpulan data dimana seluruh populasi diselidiki tanpa terlrecuali 
dengan sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah seluruh anggota dewan dengan 
didasarkan pada tiga fungsi dewan yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena 
menurut UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah pasal 46 
ayat (!) dijelaskan bahwa alat dan kelengkapan DPRD terditi alas: Pimpinan, Komisi, 
Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, dan Badan Kehormatan yang sernuanya berfungsi 
untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran. Alasan dipilihnya sampel 
tersebut dengan pertimbangan bahwa seluruh anggota dewan ikut mengevaluasi laporsn 
pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dan mengesahkan anggaran yang  diajukan 
oleb pemerintah daerah sorta mengawasi pelaksanaan APBD. Selain itu mengapa seluruh 
anggota DPRD Kabupaten Serang dijadikan responden adalah untuk mernperoleh hasil 
penelitian yang lebih valid dan tidak  biasa. 

Uji Reliabilitas  dan  Validitas. Uji reliabilitas  dilakukan  dengan  menghitung  Cronbach 
Alpha   untuk  menguji  kelayakan   terhadap  konsistensi   seluruh  skala  yang  digunakan. 
Dalam   Sekaran   (Buku   2,  2007)   Cronbach  Alpha   adalah   koefisien   keandalan   yang 
menunjukkan  seberapa  baildtem    dalam  suatu  kumpulan  secara  positif  berkolerasi  satu 
sama lain. lnstrumen  dikatakan  reliable apabila memiliki  Cronbach Alpha lebih dari atau 
sama  dengan  0,60  (Nunally,  1967 dalam  Ghozali,  2007).  Uji  validitas  digunakan  untuk 
mengukur  sah  atau valid  tidaknya  suatu kuisioner.  Suatu  kuisioner  dikatakan  valid jika 
pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleb 
kuisioner   tersebut.   Pengujian   dilakukan   dengan   menggunakan   Confirmatory  Factor 
Analysis  (CFA) yang bertujuan menguji  apakah indikator-indikator yang digunakan dapat 
mengkonfirmasikan  sebuah  konstruk  atau  variabel,  dengan  melihat  nilai Kaiser-Meyer- 
Olkin of Sampling  Adequacy  (Kaiser "s MSA). Data  yang  dapat  dilakukan  analisis  faktor 
Kaiser's MSA diatas 0,50 (Ghozali, 2007) dan item yang dimasukkan dalam analisis faktor 
adalah item-item yang memiliki/a ctor loading di alas 0,40 (Chia  1995 dalam Coryanata 
2007). 

Uji Normalitas. Uji normalitasbertujuan untuk menguji apakah  variabel  berdistribusi 
normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai 
residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 
tidak valid untuk jumlah sample kecil. Cara  untuk  mendeteksi  apakah  residual 
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan  menggunakan  Kolmogorof-Smirnof  (K-S) 
pada alpha sebesar 5%. Jika nilai siguifikansi dari pengujian K-S lebih besar  dari 0,05 
berarti data normal  (Coryanata, 2007). 

Pengukuran Variabet Masing-masing variabel dukur dengan model skala likert dengan 
skor 5 (SS-Sangat setuju), 4 (S-Setuju), 3 (TT-Tidak Tahu), 2 (TS-Tidak Setuju), dan I 
(STS-Sangat Tidak Setuju). 

Metode Analisis.  Setelah data yang terkumpul diuji validitas  dan reliabilitas,  selanjutnya 
dilakukan  pengujian  hipotesis.  Analisis  statistik  data  penelitian  menggunakan  program 
SPSS  for    Windows   16.00.  Ala!analisis   untuk   menguji   hipotesis-hipotesis   tersebut 
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digunakan  adalah  analisis regresi sederhana  untuk hipotesis  1 dan  berganda 
(multiple regression) untuk hipotesis 2 sampai 6. 
Pengujian hipolesis 1 (H1) 

Y = a+P
1

X
1 

+ e.............(1) 
Dimana: Y= Pengawasan Keuangan Daerah (APBD); a= KonslanlEI X1 = Pengelahuan 
Dewan tentang Anggar;m 
Pengujian hipotesis 2 (H2) 

Y =a+P,X, + p2 X,+ P
3
X1 X2 + e.............(2) 

Dimana: Y  =Pengawasan  Keuangan Daerah (APBD) a=  Konstanta; X1=  Pengetahuan 
Dewan tentang Anggaran;X  = Komitmen Organisasi;X1.X2 = lnteraksi antara X1 dan 

2 
Xz  P, P P = Koefisien Regresi 

3 

Pengujian hipotesis 3 (H ) 
Y =a+ P,X, + P X,+ P X X   + e.............(3) 

4 5    1  3 = 
Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APB!j>)i« Akunlabilita, X 1 X

3
 

lnteraksi antara X dan X 
1 3 

; p 1 P,P.= Koefisien Regresi 

Pengujian hipotesis 4 (H,) 
Y =a+ P1 1+ P  X,+ P X 

 
X  + e.............(4) 

8 7    1  4 
Dimana: Y = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) ; X 

4 =   Partisipasi  Masyarakat ;X 1 
X  = lnteraksi antara X dan X ;p p p = Koefisien Regresi 

4 1 4 1  6  7 

Pengujian hipotesis 5 (Hs) 

Y =a+ P1X1+ P  X/ P.X, X
5
 

 
+ e.............(5) 

Dimana: Y  = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD); X 
5 = Transparansi Kebijakan 

Publio; X X = lnteraksi antara itJan lS;; p  p p = Koefisien Regresi 
1  5 1  8  9 

Pengujian hipotesis 6 (Ho) 

Y =a+p1x1+ p
10 

X.+ P,,X, X
5
+ e.............(5) 

Dimana: Y  = Pengawasan Keuangan Daerah (APBD); X 
5 

= lnteraksi antara X1dan X
5 

P 1P10P1f Koefisien Regresi 

= Budaya Organisasi; X 1 X5 

 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

Statlstik Deskrlptlf. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 
eksemplar 76% dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.Persentase Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 

No Keterangan Jumlah Persentase I 
1 Kuesioner yang dikirim 50 
2 Kuesioner yang kembali 38 
3 Kuesioner yang tidak kembali 12 
4 Kuesioner yang bisa diolah 38 

Sumber: data diolah 

100% 
76% 
24% 
76% 
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Data dari kuisioner tersebut diuji statistik deskriptif pada identitas responden dan jawaban 
responden pada item pemyataan di setiap variabel. Hasil olah data statistik deskriptif 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Persentase Janis Kelamin Responden 
 

 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase % 

Pria 

Wanita 
Jumlah 

Somber: data diolah 

38 100% 
0 0% 
38 100% 

 

Tabel 3. Persentase Usie Responden 

Usia Jumlah Responden 
21-35 Tahun  9 
3645 Tahun 18 
2' 46 Tahun 11 

Jumlah 38 
Somber: data diolah 

Persentase % I 
24% 
47% 
29% 
100% 

 

Tabel 4. Persentase Pendidikan Responden 
 

 

Pendidikan 
Terakhir 

Jumlah Responden Persentase % 

8MA/8ederajat 17 
D1/D2/D3 4 

81 15 
82 2 

Jumlah 38 
Somber:  data di>lah 

45 % 
11 % 
39 % 
5% 

100 % 

Tabet  s.Persentase Asal Fraksi Responden 
 

 

Asal Fraksi Jumlah Responder Persentase 
Gerindra 3 
Hanura 3 
PAN 3 
PPP 4 

PDP 4 
Madani 4 

Demokrat 5 
PK8 5 

Golkar 7 
Jumlah 38 

Sumber:  data diolah 

8% 
8% 
8% 

10,5% 
10,5% 
10,5% 
13,25% 
13,25% 

18% 
100% 
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Tabel 6. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach 'sAlpha K_.,,gan 
PDTA 
KO 
AK 
PM 
TKP 
BO 
PKD 

Somber: data diolah 

0,790 
0,782 
0,777 
0,800 
0,742 
0,763 
0,775 

Reliable 
Reliable 
Reliable 
Reliable 
Reliable 
Reliable 
Reliable 

 

Tabel 7.Hasil Pengujian Validitas 
 

Variabel Kaiser's MSA Factor Loading Keterangan 
PDTA 0,598 0,649 - 0,906 Valid 
KO 0,647 0,575 - 0,906 Valid 
AK 0,668 0,461- 0,901 Valid 
PM 0,719 0,411 - 0,836 Valid 
TKP 0,652 0,594 - 0,876 Valid 
BO 0,663 0,590 - 0,858 Valid 
PKD 0,615 0,628 - 0,920 Valid 

Somber:  data diolah 
 

Tabel 8. Hasil Pengujian Nonnalitas 
 

One-Sample  Kolm.ogorov-Smirnov  Test 
 

 

Unstandardized Residual 

N 38 

Normal Parameters8 Mean 

Std. Deviation 
Most Extreme Differences Absolute 

Positive 

Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
a. Test distribution is Normal. 

Somber: data diolah 

.0000000 

1.73414590 

.087 

.077 

-.087 

.538 

.934 

Berdasarkan label statistik deskriptif responden seluruhnya berjenis kelamin pria dengan 
pendidikan SMA paling banyak berpartisipasi, bal ini tentu saja mempengaruhi 
kemarnpuan anggota dewan dalarn menganilis suatu bal dalarn melakukan pengawasan 
keuangan daerah dan anggota dewan terdiri datri latar belakang partai yang berbeda-beda, 
setelah diuji reliabilitas dan validitas serta normalitas dapat disimpulkan pertanyaan dari 
setiap variabel  dapat diuji. 

Pengujian bipotesis  1. Pengujian hipotesis  I adalah pengarub pengetahuan  dewan  tentang 
anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. 
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Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual 

Pengaruh Pengetahuan  Dewan tentang Anggaran terbadap  Pengawasan  Keuangan 
Daerah 

 

  Coefficients•    

 
Unstandardized  Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

IModel B Std. Error Beta t Sig. 

(Coostant) 31.209 5.520   5.654 .000 

PDTA .445 .089 .640 5.003 .000 

a. Dependeot Variable: PKD 
Somber:  data  diolah 

Persamaan  regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut  adalah: 
Y - 31.,209 + 0,445 X + e 

1 

p value - 0,000 membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran herpengaruh secara 
signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Nilai koefisien  regresi  peugetahuan 
dewan tentang anggaran sebesar +o,445 sehiugga basil penelitian ini menerima hipotesis 
pertama yang menyatakan bahwa "Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh 
positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. •• Artinya semakin tinggi 
pengetahuan anggota dewan terhadap hal-hal yang berkaitan deugan anggaran, maka 
pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukanuya akan semakin meuingkat dan 
semakin baik. 

Jabatan sebagai anggota dewan masih di:inginkan bagi sekelompok orang tertentu 
untuk berbagai macaru tujuan, tanpa memikirkan kualitas yang dimilki para anggota 
dewan tersebut serta seperti kita ketauhi didaerah Banten sendiri smgat kuatuya bubungan 
kekeluargaan  dalam pemerintahan  dan kepemimpinan.  Ditakutkan  bubungan kekeluargaan 
itu sendiri nantinya dapat menomor duakan kualitas dari anggota dewan itu sendiri seperti 
kualitas pendidikan dan pengalaman yang mereka miliki. Padahal salah satu kunci sukses 
keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah tersebut, 
dimana dewan memegang peranan penting dalarn pengawasan keuangan daerah. Suatu 
daerah yang memiliki kualitas anggota dewan yang berpendidikan dan berpengalarnan 
maka peugawasan keuangan daerah yang dilakukan akan sernakin  meningkat  sehiugga 
dapat terciptanya keberhasilan  daerah tersebut dalarn pernbangunan. 

Pengujian Hipotesis 2. Tujuan peugujian ini adalah untuk  mengetahui  pengaruh 
komitmen organisasi terbadap interaksi antara  peugetahuan  dewan  tentang anggaran 
dengan pengawasan  keuangan daerah. 
Persarnaan regresi yang diperoleb dari basil pengujian label  IO tersebut  adalah: 

Y -160.745-1,544 Xi -S,042 X, + 0,077 X,X, + e 
p value - 0,025 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan 
komitmen  organisasi  berpengaruh  secara   signifikan   terhadap   pengawasan   keuangan 
daerah.  Nilai  koefisien  regresi  interaksi  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dan 
komitm.en organisasi sebesar +-0,077 sehingga hasil penelitian ini menerima hipotesis 
kedua yang menyatak:an bahwA'Komitmen organisasi memoderasi terhadap interabi 
antara  pengetahuan dewan   tentang   anggaran   dengan pengawasan keuangan 
daerah. "Artinya   semakin   tinggi   interaksi   pengetahuan   dewan   tentang   anggaran   dengan 
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komitmen organisasi maka pengawasan kenangan daerah yang dilakukan dewan akan 
semakin meningkat, sebaliknya semakin rendah interaksi pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan komi1men organisasi maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan 
dewan akan semakin  menurun. 

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Parameter  Individual 
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Interaksi antara Pengetahuan Dewan 

tentang Anggaran dengan Pengawasan  Kenangan  Daerah 
 

  Coefficients•    

 
Unstandardized  Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 

  (Constant) 160.745 53.893   2.983 .005 

  PDTA -1.544 .848 -2.225 -1.821 .077 

  KO -5.042 2.092 -6.015 -2.410 .022 

  Interaksi_PDTA_KO .077 .033 6.431 2.352 .025 

a. Dependent Variable: PKD 
Sumber: data diolah 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Pramita dan Andriyani (2010) yang menyatakan bahwa dewan yang memiliki komitmen 
tinggi terhadap lembaga legislatif tempatnya bekerja akan lebih berusaha semaksimal 
mungkin untuk melakukan pengawasan pada keuangan daerah. Komi1men organisasi 
merupakan cerminan psikologis dewan yang bertujuan memotivasi dewan untuk 
menjalankan pengawasan kenangan daerah (APBD) dengan berusaha untuk memiliki 
pengetahuan tentang anggaran dan keuangan daerah secara maksimal.  Akan  tetapi 
menurut kondisi praktisnya yang peneliti amati saat melakukan penelitian di DPRD 
Kabupaten Serang masih banyaknya anggota dewan yang tidak berada diruang kerja saat 
jam kerja dan tidak terlalu ada aktifitas berarti didalam ruangan saat sedang jam kerja 
namun saat pada saat rapat paripuma tanggal 11 juni 2013 anggota dewan sebagian besar 
hadir walaupun hanya ada beberapa yang tidak hadir dikarenakan ada urusan yang tidak 
dapat ditinggalkan . Harapannya komitmen organisasi dewan pada konteks pengawasan 
dewan terhadap kenangan daerah (APBD), perlu dijaga konsistensinya dan perlu 
ditingkatkan agar pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan menjadi relatif lebih 
tepat dan baik. 

Pengujian hlpotesls 3. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
akuntabilitas terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
pengawasan keuangan daerah. 
Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil pengujian table  11 tersebut  adalah: 

Y - 207,962-2,324 Xt - 5,863 Xt + 0,092 Xt.Xt + e 
p value - 0,031 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan 
akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan kenangan daerah. Nilai 
koefisien regresi interaksi pengetahmn dewan teotang anggaran dan akuntabilitas sebesar 
+0,092  sehingga  hasil  peoelitian  ini meoerima  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan bahwa 
"Akuntabilitas memoderasi  terhadap  interaksi  antara pengetahuan  dewan tentang 
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anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. "Artinya semakin tinggi interaksi 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas maka  pengawasan  keuangan 
daerah yang dilakukan dewan  akan  semakin  meningkat,  sebaliknya  semakin  rendah 
interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran  dengan  akuntabilitas  maka  pengawasan 
keuangan  daerah yang  dilakukan  dewan  akan  semakin menurun. 

Tabel 11.Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual 
Pengaruh Akuntabilitas terbadap Interaksi antara Pengetahuan Dewan tentang 

Anggaran dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah 
 

  Coefficients•    

  Standardized 

IModel 

Unstandardized  Coefficients 

B Std. Error 

Coefficients 

Beta 
 

t 
 

Sig. 

(Constant) 207.962 77.643   2.678 .011 

PDTA -2.324 1.250 -3.347 -1.860 .072 

AKU -5.863 2.541 -5.236 -2.308 .027 

Interaksi  PDTA  AK .092 .041 7.662 2.252 .031 

a. Dependent Variable: PKO 

Somber:  data  diolah 
 

Namun, basil penelitian ini berbeda dengan basil penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007) 
yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terbadap pengawasan keuangan daerah 
(APBD). Ketidakkonsistenan dengan basil penelitian terdahulu terjadi karena dalam 
penelitian yang dilakukan Sopanah dan Wahyudi (2007) melakukan uji sampel dengan 
menggunakan persepsi dewan dan persepsi masyarakat, sementara penelitian ini hanya 
menguji persepsi  dewan tentang  adanya akuntabilitas. 

Berdasarkan basil penelitian ini, dewan sebagai anggota legislatif mengerti dan 
memahami standar operasional prosedur akuntabilitas terbaru atau pedoman akuntabilitas 
instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya mengawasi tahapan penyusunan hingga 
laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD) yaitu Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan pernerintah daerah atas penggunaan dana 
APBD kepada DPRD dan masyarakat. Hampir seluruh anggota dewan paham standar 
operasional prosedur akuntabilitas yang dilakukan lembaga eksekutif. Harapannya dewan 
dapat lebih mengedepanksn akuntabilitas dalam pengawasao dan penyusunan anggaran 
bersama-sama dengan pernerintah daerah, sehingga pernerintahan yang good governance 
dapat terwujud. 

Pengujian hipotesis 4. Tujuan  pengujian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengarub 
partisipasi masyarakat terbadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan pengawasao keuangan daerah. 
Persamaao regresi yang diperoleh  dari basil pengujian table  12 tersebut  adalah: 

Y =214,584 -2,396 x, ---{i,235 x.+ o,097 xix.+ e 
p value - 0,015 membuktikao interaksi antara pengetahuan dewao tentang anggarao dan 
partisipasi masyarakat be,pengarub secara signifikan terbadap pengawasan keuangan 
daerah.  Nilai  koefisien  regresi  interaksi  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran    dan 
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partisipasi masyarakat sebesar +0,097 sehingga basil penelitian ini menerima hipotesis 
keempat yang meoyatakan bahwa "Partisipasi masyarakat memoderasi terhadap interaksi 
antara  pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  dengan   pengawasan   keuangan 
daeroh. "Artinya semakin tinggi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
partisipasi masyarakat maka peogawasan keuangan daerab yang dilakukan dewan akan 
semakin meoingkat, sebaliknya semakin rendah interaksi pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan partisipasi masyarakat maka pengawasan keuangan daerab  yang dilakukan 
dewan akan semakin  menurun. 

Tabel 12. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual 
Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Interaksi antara Pengetahuan Dewan 

tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan  Daerah 
 

Coefficients•   
Standardired 

Unstandardized Coefficients   Coefficients 

IModel B Std. Error Beta I Sig. 

(Constant) 

PDTA 

PM 
lnteraksi_pDTA_PM 

a. Dependent Variable: PKD 
Sumber:  data diolah 

214.584 69.733 3.077 .004 
ꞏ2.396 1.129 -3.451 -2.123 .041 

-6.235 2.327 -5.713 -2.679 .011 
.097 .038 7.951 2.574 .015 

Saa!ini  telah   terjadi   reformaai   dalam   mekanisme   penganggaran   (APBD)   dimana 
masyarakat  sudah dilibatkan  dalarn proses  penganggaran.  Pelibatan masyarakat  biasanya 
melalui public  hearing  Masyarakat  secara bersama   sama  dalarn  bentuk  institusi  publik 
seperti LSM, Ormaa, Pers dapat meogoptimalkan peran mereka dalam mekanisme APBD 
termasuk  dalarn pengawasan  APBD.  Masyarakat  sudah  lebih  cerdas,  peka  dan peduli 
terhadap  permaaalah  sosial  maupun  politik  yang  berkembang  di masyarakat  (Mayasari, 
2012). Partisipasi  masyarakat  dalarn pengawasan  keuangan daerah dapat terwujud  dalarn 
beberapa  cara, diantaranya memberikan masukan berupa  aspirasi dan kebutubannya  yang 
dapat  dikoordinir  oleh  instansi  Musyawarah  Pembangunan   Desa  dan  Kelurahan.  dan 
direalisasikan   dengan   adanya   forum  komunikasi   antar  dewan   dan  masyarakat   yang 
diselenggarakan. 

Dewan harus mengetahui bahwa APBD yang  disusun  telah  sesuai  dengan aspirasi 
dan keinginsn masyarakat. Pemerintah daerah barus benar-benar menjadikan basil 
musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang)  yang  melibatkan  masyarakat  dan 
DPRD sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penyusunan arah dan kebijakan 
umum APBD. Dewan selalu mengawasai pelaksanaan  APBD  dan  mengetahui jika 
terdapat perubahan kebijakan terkait APBD lembaga eksekutif melakukan sosialisasi di 
masyarakat. Akan tetapi kenyataan di lapangan, tidak selalu masyarakat befpartisipasi 
secara aktif dalarn proses penyelenggaraan pemerintahan kbususuya pada saat penyusunan 
anggaran (APBD) dan tidak sedikit pula anggota dewan yang menganggap partisipasi 
masyarakat tidak diperlukan dalarn proses penyusunan anggaran. Hal ini dikarenakan 
apabila masyarakat dilibatkan terlalu jauh dalam penyusunan anggaran tentunya akan 
memakan waktu dan proses yang lebih lama serta lebih  rumit. 
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Harapannya Dewan dengan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya dapat mulai 
menyerap keinginan masyarakat dan merealisasikannya dalam APBD. Sehingga pada saat 
kegiatan pelaksanaan dan pengawasan APBD,  masyarakat  dapat  benarMbenar 
berpartisipasi dan akhimya tercapailah pengawasan keuangan yang baik sehingga 
keberhasilan pembangunan daerahpun tercapai. 

 
Pengujian Hipotesis 5. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
transparansi kebijak:an publik terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. 

 
Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual 

Pengaruh Transparansi Kebijak:an Publik terhadap Interaksi antara Pengetahuan 
Dewan tentang Anggaran  dengan Pengawasan  Keuangan Daerah 

 

  Coefficients•    
 
Unstandardized  Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 69.816 85.419   .817 .419 

PDTA M.429 1.396 -.618 M,307 .760 

TKP 3.547 -.972 M.422 .676 
Interaksi  PDTA  TKP 

- - 
.058 1.942 .605 .549 

a. Dependent Variable: PKD 
Sumber: data diolah 

Persamaan regresi yang diperoleh dari basil pengujian tersebut adalah: 
Y = 69.816  -0,429 -1,497 Xs + 0,035 XtXs + e 

p value = 0,549 membuktikan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan 
transparansi kebijak:an publik berpengaruh secara tidak signi:fikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah, sehingga basil penelitian ini menolak hipotesis kelima yang menyatakan 
bahwa "Transparansi kebijakan publik memoderasi terhodap interaksi antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. " 

Kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfuatannya secara luas 
dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang 
bagi berbagai pihak: untuk. mengak:ses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara 
cepat dan ak:urat untuk. lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, 
transparan, dan serta mampu rnenjawab tuntutan perubahan secara efektif (Prarnita dan 
Andriyani, 2010). Akan tetapi dalam kenyataannya, dewan dalam merespon transparansi 
kebijak:an publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbedaMbeda,  salah  satunya 
disebabkan oleh ak:ses terhadap informasi kebijakan puhlik masih sulit dan hanya orang- 
orang tertentu yang mampu mengak:sesnya. 

Akses terhadap informasi  sektor  publik  dipengaruhi  oleh  Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (SIKD) masingMmasing daerah. SIKD di setiap daerah berbeda-beda 
tergantung dari pemerintah daerah setempat memajukan SIKD. Adan.ya Unda&g Un.dang 
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlak:u efektif 30 April 
2010   belum    diimplementasik.an    secara    optimal.    InstrumenMinstrumen    pendukung 
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transparansi seperti fasilita!t'./atabase , saran.a informasi dan komunikasi, serta prosedur 
pengaduan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  belum  terakomodasi  dengan  bail<. 
lnformasi publik baik berupa rencana pembaogunan, lrebijakan publik maupuo anggaran 
pembangunan (APBD) belum dapat diakses dengan mudah sehingga belum mendukung 
terwujudoya transparansi kebijakan  publik  di  Kabupaten  Seraog.  Sehingga  dapat 
disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik di Kabupaten Serang masih dalam tahap 
wacana dan implementasinya masih dalam tahap  formalitas,  sementara  akses  terhadap 
infonnasi  kebijakan  publik  masih  sulit  dan  haoya  dapat  diakses  oleh  orang-orang  tertentu. 

Pengnjian llipotesls 6. Tujuan peugujiao ini adalah uotuk meugetahui peugaruh budaya 
organisasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan 
pengawasan  keuangan daerah. 

 

Tabel 14. Hasil Uji Sigoilikaosi Parameter  Individual 
Pengarub Budaya Organisasi terhadap Interaksi antara Peugetahuan 

Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah 

Coefficients• 
Standardized 

Unstandardized Coefficients   Coefficients 
IModel  B Std. Error  Beta 

(Constant) 279.786 78.182 

t Sig. 

3.579 .001 

PDTA -3.573 1.239 -5.147 -2.883 .007 
BO -11.224 

Jnterkasi .181 

a. Dependent Variable: PKD 
Somber:  data diolah 

3.579 

.056 

-7.211 

11.582 

-3.137 .004 

3.205 .003 

 

Persamaan regresi yang diperoleh dari hasil peugujiao tersebut   adalah: 

Y =79,786 -3,573 Xt -11,224 X. + 0,181 x.x.+ e 
p value - 0,03 membuktikan interaksi antara peugetahuan dewan tentang anggaran dan 
budaya organisasi berpengarub secara sigoifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. 
Nilai koefisieu regresi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi 
masyarakat  sebesar +o,181  sehingga hasil peuelitiao  ini menerima  hipotesis lreempat yang 
meuyatakan bahwa "Budaya organisasi memoderasi terhadap interaksi antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. "Artinya 
semakin tinggi interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan budaya organisasi 
maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan akan semakin meuingkat, 
sebalikuya semakin reudah interaksi peugetahuan dewan tentang anggaran deugan budaya 
organisasi maka peugawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan  akan semakin 
menurun. 

Kotter  dan  Heskett  (1997)  dalam  Sinaga  (2009)  menyatakan   budaya   yang kuat 
sering dikatakan membantu kinerja karena menciptakan suatu tingkat motivasi  yang  luar 
biasa dalam diri pegawai. Kadang-kadang ditegaskan bahwa nilai-nilai dan perilaku yang 
dianut bersama membuat orang merasa nyaman dalam bekerja untuk: sebuah organisasi, 
rasa kornitenm atau  loyal.  Selanjutnya  dikatakan  membuat  orang berusaha  lebih  lreras. Hal 
ini tentu   saja  sangat   mempengarulti   kinerja   anggota  dewan   dalarn  meugawasi   keuangan 
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daerah dan adanya dorongan motivasi yang memboat kinerja lebih efektif. Berdasarkan 
penelitian anggota dewan dalam berkomunikasi tidak menggunakan komunikasi yang 
dapat membuat perbedaan persepsi sehingga ini dapat meminimaJisir salah arti.Walaupun 
Kabupaten Serang dipimpin oleh wakil bupatinya yang seorang wanita ini tidak 
mempengaruhi koalitas anggota dewan ito sendiri dimana di Indonesia pemimpin wanita 
masih !ahha! yang bisa dibilang belum biasa diterima semua   orang. 

Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dijiwai 
oleh seluruh anggotanya dalam melakokan pekerjaan sebagai cara yang tepat untok 
memahami, memikirkan dan merasakan terhadap masalah-masalah terkait, sehingga akan 
menjadi seboah nilai atau atoran didalam organisasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 
pentingnya suato budaya organisasi untok suato keunggulan kompetitif anggota dewan 
Kabupaten Serang. 

 

PENUTUP 
 

Keslmpulan. Pertama. Data penelitian ini sebanyak 38 kuisioner yang diisi oleh seluruh 
anggota dewan Kabupaten Serang. Kedua. Hasil Hipotesis I menunjukkan bahwa 
pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah 
yang dilakukan oleh dewan. Ketiga. Hipotesis 2 menunjukkan  bahwa  kornitmen 
organisasi memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan pengawasan keuangan daerah. Keempat. Hipotesis 3 menunjukkan bahwa 
akuntahilitas memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan pengawasan keuangan daerah. Kellina. Hipotesis 4 menunjukkan  bahwa 
partisipasi masyarkat memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang 
anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.  Keenam. Hipotesis  5  menunjukkan 
bahwa transparansi kebijakan publik tidak mernoderasi terhadap  interaksi  antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Ketujuh. 
Hipotesis 6 menunjukkan bahwa budaya organisasi mernoderasi terhadap interaksi antara 
pengetahuan  dewan tentang anggaran  dengan pengawasan  keuangan daerah. 

 
Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan penelitian ini, sebagai berikut:  Pertama. 
Penelitian ini hanya dilakokan pada anggota DPRD Kabupaten Serang saja, sehingga 
hasilnya  belumlah  dapat  digeneralisasi  secara   keseluruha Kedua.  Penelitian  ini tidak 
mempertimbangkan seluruh     variabel     kontinjensi     yang    mungkin mempengaruhi 
pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.  Di  sini 
hanya diasumsikan 5 variabel kontinjensi saja yaito komitmen organisaai,untabilitas, 
partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta budaya organisasi. Ketiga. 
Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan 
wawancara atau pertanyaan lisan, sehingga adanya kemungkinan respon bias  dari responden 
yang dapat disebahkan karena tidak serius, tidak jujur, ataupun peneliti yang tidak 
mengetahui apakah yang mengisi kuesioner benar-benar responden yang bersangkutan. 

Saran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan segala kerendahan hati penulis 
bermaksud mernberikan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi semua pihak, 
sebagai berikut: Pertama. Untok penelitian selanjutnya, (a) Sebaiknya  mernperluas 
sampel  penelitian  dan  wilayah  penelitian  sehingga  dapat  menyernpumakan  penelitian ini 
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dan penelitian sebelumnya. (b) Perlu juga mempertimbangkan variabel kontinjensi Iainnya 
seperti komitmen politik, komitmen profesional,  psychology  dewan,dan  gaya 
kepemimpinan yang sekiranya dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan 
tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. (c) Menggunakan teknik 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara ke anggota dewan dan diharapkan 
anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki. 
Kedua. Untuk Kebijakan, (a) Bagi anggota dewan, perlu adanya pendidikan pelatihan 
keuangan daerah (APBD) agar dapat memaksimallcan fungsi  pengawasan keuangan 
daerah dan anggota dewan wajib mengikuti dan harus dapat mengaplikasikannya dalam 
tupoksi anggota dewan di DPRD. Sehingga pada saat melakukan pengawasan keuangan 
daerah dapat lebih akuntabel, mempartisipasikan m.asyarakat, dan lebih transparan.. Selain 
itu bagi partai politik, diharapkan dapat mengkader anggota dengan melakukan pendidikan 
dan pelatihan agar dapat membentuk kader-kader yang lebih berkompeten dalam 
meningkatkan  kinerja  dewan khususnya  dalam  melakukan  pengawasan  keuangan daerah. 
(b) Bagi anggota dewan, diharapkan komitmen  organisasi  dewan  pada  konteks 
pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), perlu dijaga konsistensinya dan 
perlu ditingkatkan, karena terbukti dengan adanya komitmen organisasi maka pengawasan 
yang dilalcukan oleh dewan akan meningkat. (c) Bagi pemerintah baik eksekutif maupun 
legislatif, hendaknya lebih mengedepankan akuntabilitas dalam pengawasan dan 
penyusunan anggaran, sehingga pemerintahan yang good governance dapat terwujud. (d) 
Bagi anggota dewan juga harus mengerti, menanyakan secara langsung kepada lembaga 
eksekutif dan masyarakat, benar-benar serius mengawasi dan memperjuangkan aspirasi 
masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat pada bagian proses penyusunan 
anggaran melalui musrenbang yang diselenggarakan lembaga eksekutif. (e) Bagi 
pemerintah baik eksekutif maupun  legislatif,  hendaknya  lebih  mengedepankan suatu 
sistem informasi anggaran yang transparan. Maksudnya adalah pemerintah daerah dan 
legislatif daerah proaktif dalam mengumumkan berbagai informasi mengenai pengelolaan 
APBD kepada masyarakat, sehingga akses inform.asi tentang anggaran dapat diperoleh 
masyarakat, yang pada akhirnya tingkat pengawasan keuangan daerah akan semakin 
meningkat. 
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Akuntansi  biaya  sering  kali  dianggap  terbatas  kemampuannya  dalam 
perhitungan biaya persediaan untuk penyajian dalam neraca dan  yang 
berhubungan dengan angka harga pokok penjualan dalam  perhitungan 
rugi‐laba.  Pandangan  ini  membatasi  ruang  lingkup  informasi  yang 
dibutuhkan para manajer untuk mengambil keputusan seperti  halnya 
kalkulasi  biaya  persediaan  yang  sesuai  dengan  pelaporan  yang 
diharuskan  menurut  undang‐undang  perpajakan  dan  prinsip‐prinsip 
akuntansi yang diterima umum. 

Kondisi pabrikasi yang sesungguhnya sering kali  lebih rumit  bila 
dibandingkan  dengan  model  yang  dibuat  oleh  para  ekonom.  Sebuah 
perusahaan  dapat  memproduksi  jenis  produk  yang  berbeda  dengan 
menggunakan  fasilitas  yan  sama,  yaitu  sebuah  mesin  atau  beberapa 
komponen  biaya  yang  penting  lainnya  yang  digunakan  dalam 
memproduksi beberapa produk yang sangat berbeda. Di samping  jenis 
produk yang rumit, beberapa  industri  juga mempunyai struktur  biaya 
yang rumit dan kombinasi keduanya akan mempersulit untuk menaksir 
atau bahkan mengidentifikasikan biaya memproduksi satu unit  barang 
dari satu produk. 

Akuntansi  biaya  menjadi  sumber  informasi  mengenai  berbagai 
macam pendapatan dan biaya yang dapat diakibatkan oleh  rangkaian 
tindakan  alternatif.  berdasarkan  informasi  ini,  manajemen  harus 
mengambil keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang 
menyangkut masalah‐masalah seperti di atas dengan tepat. 
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